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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum wr.wb. Syaloom. Salam sejahtera 

bagi kita semua. Om Swastyastu. Namo Buddhaya 

dan Salam Kebajikan. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Balai 

POM di Manokwari Tahun 2023 dapat diselesaikan. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud 

pertanggungjawaban Balai POM di Manokwari 

kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain 

itu, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran 

negara. 

Balai POM di Manokwari dalam menjalankan tugas dan fungsinya terus berupaya 

meningkatkan strategi dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi yang konsisten, pemantapan sumber daya yang profesional, serta 

perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. 

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang 

dilakukan oleh Balai POM di Manokwari sepanjang Tahun 2023, antara lain pengambilan 

sampel dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pengawasan iklan dan penandaan, penyidikan 

dan penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, Pendampingan DAK 

Non Fisik Badan POM di wilayah Papua Barat. Selain itu, Balai POM di Manokwari juga 

melalukan Upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Prioritas Nasional 

(Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

(PPABK), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), melakukan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) serta Pendampingan Pelaku Usaha UMKM, baik yang dilakukan secara mandiri 

maupun bermitra dengan lintas sektor terkait.  

Terima kasih kepada seluruh pegawai Balai POM di Manokwari serta mitra kerja atas 

dedikasi untuk hasil kinerja yang dicapai oleh Balai POM di Manokwari selama Tahun 2023. 

Semoga Laporan Tahunan ini memberi kontribusi yang positif sebagai bahan evaluasi, 

pertimbangan dan informasi untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Manokwari dalam 

melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan di tahun yang akan datang. 
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Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. 

 
 

Manokwari, 29 Februari 2024 

Kepala Balai POM di Manokwari, 

 
 
 

 
Agustince Werimon, S.Farm., Apt 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

GAMBARAN UMUM INSTITUSI 

 

Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang 

telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan POM 

nomor 05018 / KBPOM / 2001 tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2014, 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, berikutnya Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan yang terakhir Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Unit Pelaksana Teknis Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara 

administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa klasifikasi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) BPOM terdiri atas: Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM. Badan 

POM memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Papua 

Barat yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari. 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala Badan POM. Bunyi 

Pasal 2 ayat (2): 

“Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan 

pangan olahan”. 
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• Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

• Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

• Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta fasilitas distribusi Obat 

dan Makanan; 

• Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan. 

• Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan;  

• Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

• Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

• Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Papua Barat, Badan POM memiliki 1 UPT 

yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari. Menurut peraturan Badan POM 

Nomor 23 Tahun 2021, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGSI 

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

TUGAS 
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Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan. Terjadi penataan struktur organisasi (restrukturisasi) Balai POM di 

Manokwari agar tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal dan efektif di seluruh 

wilayah Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas dilakukan 

oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Struktur Organisasi di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Manokwari 

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai POM di Manokwari dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional 

yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 

1. Subbagian Tata Usaha 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi 

informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata 

laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan 

mutu. 

 

Kepala 

Subbagian Tata 

Usaha 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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2. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan ditetapkan 

Ketua Tim Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup, bidang 

tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan 

Pengawas masing-masing yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola 

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Kelompok Jabatan Fungsional Balai POM di Manokwari terdiri dari 4 kelompok 

substansi yaitu: 

a. Kelompok Substansi Pengujian, memiliki fungsi: 

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di kelompok substansi Pengujian  

2) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan 

3) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan 

4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di kelompok substansi 

Pengujian  

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, memiliki fungsi: 

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di kelompok substansi 

Pemeriksaan 

2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan 

3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian 

4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan;  

5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;  

6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan 

7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di kelompok substansi 

Pemeriksaan 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

c. Kelompok Substansi Penindakan  

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di kelompok substansi Penindakan 
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2) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan 

3) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber 

4) Pelaksanaan investigasi dan penyidikan di bidang obat dan makanan. 

5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di kelompok substansi 

Penindakan 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

d. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi,  

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di kelompok substansi Informasi 

dan Komunikasi 

2) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

3) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di kelompok substansi 

Informasi dan Komunikasi 

 

B. VISI DAN MISI 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pengawas Obat dan Makanan di 

Manokwari berpedoman pada visi dan misi Badan POM, sesuai dengan RPJMN 2020-2024 

tentang Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Visi 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 

 

Misi 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan 

bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia 

Indonesia 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 
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seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 

 

C. BUDAYA ORGANISASI 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan 

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang 

hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota 

organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Untuk membangun organisasi yang efektif dan 

efisien, budaya organisasi di lingkungan Badan POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar 

sebagai berikut: 

 

P Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan 

dan komitmen yang tinggi. 

I Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur dan keyakinan 

K Kredibilitas 

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 

internasional. 

K Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

I Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi 

terkini. 

R Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.  
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Badan POM juga melakukan internalisasi serta integrasi nilai-nilai core value ASN 

BERAKHLAK. BERAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. 

Ber Berorientasi Pelayanan 

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; Ramah, cekatan, 

solutif dan dapat diandalkan; Melakukan perbaikan tiada henti 

A Akuntabel  

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta 

disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik 

negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak 

menyalahgunakan kewenangan jabatan. 

K Kompeten 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan 

kualitas terbaik. 

H Harmonis 

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong 

orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

L Loyal 

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.S etia kepada NKRI serta pemerintahan 

yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan 

negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 

A Adaptif 

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan 

mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif. 

K Kolaboratif 

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka 

dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan 

pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 

 

Dengan memperhatikan tantangan dan perubahan lingkungan strategis, 

berpedoman pada Rencana Strategis dan Grand Design Strategi Badan POM, pelaksanaan 
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pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi, dengan 

menerapkan budaya organisasi serta penerapan core value ASN BERAKHLAK sebagai 

mesin pendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia. 

 

D. KEGIATAN UTAMA 

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maka Balai POM di 

Manokwari menyusun kegiatan utamanya sebagai berikut: 

1. Program Teknis Program  

Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan 

tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap 

sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan 

beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta 

pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan 

terkait.  

2. Program Generik  

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.  

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta 

tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan 

keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan 

sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, 

pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi. 

Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi 

dan pelaporan keuangan, pelaksaanaan pemantauan evaluasi dan koordinasi, 

pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan 

perlengkapan. 

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai POM di 

Manokwari. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern 

pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi. 

 

E. KEGIATAN PRIORITAS 

Berdasarkan kegiatan utama yang telah disebutkan di atas, Balai POM di Manokwari 

menyusun kegiatan prioritasnya yang tertulis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam 

rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, Balai POM di Manokwari melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berjanji akan mewujudkan target kinerja 

berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditentukan. Kegiatan prioritas 
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berupa pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2023 dengan Kepala Badan POM dapat dilihat 

dibawah ini: 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 

2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik 

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

4. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 

7. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan 

Makanan 

8. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan 

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal  

10. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel  

11. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal  
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL  

1. Data Umum Wilayah Kerja 

a. Luas Wilayah Kerja  

Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari adalah di Provinsi Papua Barat yang 

terletak antara 0°,0” – 4°,0” Lintang Selatan dan 124°,00” – 132°,0” Bujur Timur, 

dengan ketinggian rata-rata 0 – 1000 meter di atas permukaan laut dengan luas 

wilayah dan keadaan geografis sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Peta Provinsi Papua Barat 

No Kabupaten Luas Wilayah ( km2) 

1 Kab. Fakfak 14.320,00 

2 Kab. Kaimana 16.241,84 

3 Kab. Teluk Wondama 3.959,53 

4 Kab. Teluk Bintuni 20.840,83 

5 Kab. Manokwari 3.186,28 

6 Kab. Manokwari Selatan 2.812,44 

7 Kab. Pegunungan Arfak 2.773,74 

8 Kab Raja Ampat 7.559,60  

Total 71.694,26 
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b. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat  

Jumlah Kabupaten  :   8 Kabupaten 

Jumlah Kecamatan/Distrik :   110 Distrik 

Jumlah Kelurahan/Desa  :   25  

Kampung     :  954 

 

c. Pola Transportasi UPT BPOM di Wilayah Kerja  

Pola Transportasi UPT Balai POM di Manokwari dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Pola Transportasi Balai POM di Manokwari Tahun 2023 
 

 Nama 
Kabupaten/Kota 

 Waktu tempuh dari 
Manokwari (Jam) 

Waku tempuh dari 
Sorong (Jam) 

Total 
Waktu 

Tempuh 
(Jam) 

 
Darat Laut Udara Darat Laut Udara 

Kab. Fakfak 7  - 2 - - - 9 

Kab. Kaimana - 9 2 - - - 11 

Kab. Teluk Wondama - 36 - - - - 36 

Kab. Teluk Bintuni 26 - - - - - 26 

Kab. Manokwari 5 - - - - - 5 

Kab. Manokwari 
Selatan 16 

- - - - - 
16 

Kab. Pegunungan 
Arfak 18 

- - - - - 
18 

Kab Raja Ampat  - 6 2 - - - 8 

Keterangan Sarana Transportasi Kapal     

   Pesawat     

   Mobil     
 

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja  

Untuk melaksanakan pengawasan di satu wilayah kerja umumnya diperlukan 

waktu sekitar 8 jam/hari selama 4-5 hari.  

 

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota  

Jumlah Sasaran Pengawasan UPT Balai POM di Manokwari Tahun 2023 dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja 

Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 sebagai berikut: 

No. Jenis Sarana Jumlah 

I. Sarana Produksi 580 
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No. Jenis Sarana Jumlah 

1 Industri Farmasi 0 

2 Industri Bahan Baku Obat 0 

3 Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, 

Radiofarmaka, Lab Sel Punca) 

8 

4 Industri Obat Tradisional (IOT) 0 

5 Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) 0 

6 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1 

7 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 

8 Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

0 

9 Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi 

Suplemen Kesehatan 

0 

10 Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen 

Kesehatan 

0 

11 Industri Kosmetik 2 

12 Industri Pangan (MD) 41 

13 Industri Pangan (IRTP) 526 

II. Sarana Distribusi 3504 

1 Pedagang Besar Farmasi 9 

2 Apotek 181 

3 Toko Obat 3 

4 Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi 9 

5 Rumah Sakit 14 

6 Puskesmas 109 

7 Klinik 14 

8 Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan) 152 

9 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 2 
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No. Jenis Sarana Jumlah 

10 Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 8 

11 Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 6 

12 Fasilitas Distribusi Kosmetik 212 

13 Fasilitas Distribusi Pangan 2785 

 

a. Jumlah Industri Farmasi 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

Industri Farmasi (IF). 

b. Jumlah Industri Bahan Baku Obat 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

Industri Bahan Baku Obat. 

c. Jumlah Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel 

Punca) 

Jumlah Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab 

Sel Punca) di wilayah pengawasan Balai POM di Manokwari terdapat sebanyak 8 

sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab 

Sel Punca) di wilayah pengawasan Balai POM di Manokwari pada tahun 2023  

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 8 

1 Kab. Manokwari Sarana 3 

2 Kab. Manokwari Selatan Sarana 1 

3 Kab. Fak-Fak Sarana 1 

4 Kab. Teluk Bintuni Sarana 1 

5 Kab. Kaimana Sarana 1 

6 Kab. Teluk Wondama Sarana 0 

7 Kab. Raja Ampat Sarana 1 

8 Kab. Peg. Arfak Sarana 0 

 

d. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 
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industri obat tradisional. 

e. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

industri ekstrak bahan alam (EBA). 

f. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 

Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang ada di wilayah provinsi Papua 

Barat sebanyak 1 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 1 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 0 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kabupaten Fak-Fak Sarana 1 

4 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

5 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

7 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

8 Kabupaten Pegunungan Arfak  Sarana 0 

 

g. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  

Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada di wilayah Provinsi Papua 

Barat tahun 2023 sebanyak 2 sarana. Terdapat 2 sarana Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) akan tetapi belum ada NIE (Nomor izin Edar) yang dikeluarkan 

dari industri UMOT tersebut. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 2 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 1 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kabupaten Fak-Fak Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

5 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 1 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 
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No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

7 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

8 Kabupaten Pegunungan Arfak  Sarana 0 

 

h. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan. 

i. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi  

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

Industri Obat Tradisional yang memproduksi Obat Kuasi 

j. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan. 

k. Jumlah Industri Kosmetik 

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari terdapat 2 Industri 

kosmetik yang memproduksi kosmetik. 

Tabel 2.6 Jumlah Industri Kosmetik di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

 

 Balai POM di Manokwari Sarana 2 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 1 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kabupaten Fak-Fak Sarana 1 

4 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

5 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

7 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

8 Kabupaten Pegunungan Arfak  Sarana 0 

 

l. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Kosmetik  

Dalam catchment area pengawasan Balai POM di Manokwari tidak terdapat 

industri farmasi yang memproduksi kosmetik.  

m. Jumlah Industri Pangan (MD)  

Jumlah industri pangan (MD) yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat tahun 
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2023 sebanyak 41 sarana. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.7 Jumlah Industri Pangan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

I. Balai POM di Manokwari Sarana 41 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 29 

2 Kabupaten Fak-Fak Sarana 7 

3 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 1 

5 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

6 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 4 

7 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 1 

8 Kabupaten Pegunungan Arfak  Sarana 0 

 

n. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)  

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah Provinsi Papua Barat 

Tahun 2023 sebanyak 526 Sarana. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.8 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan di Provinsi Papua Barat Tahun 

2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 

Industri Rumah 

Tangga Pangan 

(IRTP) 

I. Balai POM di Manokwari sarana 526 

1 Kabupaten Manokwari sarana 331 

2 Kabupaten Fak-Fak sarana 7 

3 Kabupaten Kaimana sarana 42 

4 Kabupaten Teluk Wondama sarana 2 

5 Kabupaten Raja Ampat sarana 116 

6 Kabupaten Teluk Bintuni sarana 17 

7 Kabupaten Manokwari Selatan sarana 10 

 

o. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)  

Jumlah PBF di wilayah kerja Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 sebanyak 
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9 Sarana. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.9 Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) di wilayah kerja Balai POM di 

Manokwari pada tahun 2023 sebagai berikut: 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 9 

1 Kab. Manokwari Sarana 8 

2 Kab. Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kab. Fak-Fak Sarana 0 

4 Kab. Teluk Bintuni Sarana 0 

5 Kab. Kaimana Sarana 1 

6 Kab. Teluk Wondama Sarana 0 

7 Kab. Raja Ampat Sarana 0 

8 Kab. Peg. Arfak Sarana 0 

 

p. Jumlah Apotek  

Jumlah Apotek di wilayah kerja Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 

sebanyak 181 Sarana. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.10 Jumlah Apotek di wilayah kerja Balai POM di Manokwari Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 194 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 103 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 12 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 24 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 9 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 9 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 17 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 7 
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q. Jumlah Toko Obat  

Jumlah toko obat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 

sebanyak 3 toko obat. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.11 Jumlah Toko Obat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 3 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 2 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 0 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 1 

 

r. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)  

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja Balai POM di 

Manokwari pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 sarana. Rinciannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.12 Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja Balai POM 

di Manokwari pada tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 9 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 2 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 1 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 1 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 1 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 1 
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No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 1 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 1 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 1 

 

s. Jumlah Rumah Sakit  

Jumlah rumah sakit di wilayah kerja Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 

sebanyak 14 rumah sakit. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.13 Jumlah Rumah Sakit di wilayah kerja Balai POM di Manokwari pada 

Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 14 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 8 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 1 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 1 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 1 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 1 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 1 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 1 

 

t. Jumlah Puskesmas  

Jumlah Puskesmas yang ada di wilayah kerja Balai POM di Manokwari sebanyak 

109 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.14 Jumlah puskesmas di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

No Kabupaten Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 109 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 14 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 6 
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No Kabupaten Satuan Jumlah Sarana 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 26 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 14 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 10 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 10 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 10 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 19 

 

u. Jumlah Klinik  

Jumlah klinik yang ada di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

sebanyak 14 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.15 Jumlah klinik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari Tahun 2023 

No Kabupaten Satuan Jumlah sarana 

 Balai POM di Manokwari  Sarana 14 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 11 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 2 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 1 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

 

v. Jumlah Lain-Lain (Praktek Dokter dan Bidan)  

Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan) wilayah kerja Balai POM di Manokwari 

pada tahun 2023 sebanyak 325 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.16 Jumlah lain-lain (praktek dokter dan bidan) di wilayah kerja Balai POM di 

Manokwari tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 325 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 190 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 9 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 6 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 13 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 107 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

 

w. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  

Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di wilayah kerja Balai POM di 

Manokwari pada tahun 2023 sebanyak 2 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 2.17 Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di wilayah kerja Balai POM 

di Manokwari tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 2 

1 Kab. Manokwari Sarana 1 

2 Kab. Manokwari Selatan Sarana 0 

3 Kab. Fak-Fak Sarana 0 

4 Kab. Teluk Bintuni Sarana 0 

5 Kab. Kaimana Sarana 1 

6 Kab. Teluk Wondama Sarana 0 

7 Kab. Raja Ampat Sarana 0 
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No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

8 Kab. Pegunungan Arfak Sarana 0 

 

x. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional  

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional wilayah Provinsi Papua Barat tahun 

2023 sebanyak 8 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.18 Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional di Provinsi Papua Barat Tahun 

2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 8 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 6 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 1 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 1 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

 

y. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan  

Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan di wilayah Provinsi Papua Barat 

tahun 2023 sebanyak 6 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.19 Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan di Provinsi Papua Barat 

Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 6 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 6 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 0 
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No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 0 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 0 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 0 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 0 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 0 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 0 

 

z. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik  

Jumlah fasilitas distribusi kosmetik di wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2023 

yaitu sebanyak 252 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.20 Jumlah fasilitas distribusi kosmetik di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 

No Kabupaten/Kota Satuan Jumlah Sarana 

 Balai POM di Manokwari Sarana 252 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 120 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 15 

3 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 27 

4 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 29 

5 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 5 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 13 

7 Kabupaten Fakfak Sarana 26 

8 Kabupaten Raja Ampat Sarana 17 

 

aa. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan  

Jumlah fasilitas distribusi pangan olahan di wilayah Provinsi Papua Barat tahun 

2023 yaitu sebesar 2785 sarana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.21 Jumlah fasilitas distribusi pangan olahan di Provinsi Papua Barat Tahun 

2023 

No Kabupaten/Kota Satuan 
Jumlah Sarana 

I. Balai POM di Manokwari Sarana 2785 

1 Kabupaten Manokwari Sarana 755 

2 Kabupaten Manokwari Selatan Sarana 398 

3 Kabupaten Fak-Fak Sarana 183 

4 Kabupaten Teluk Bintuni Sarana 331 

5 Kabupaten Teluk Wondama Sarana 568 

6 Kabupaten Kaimana Sarana 364 

7 Kabupaten Raja Ampat Sarana 139 

8 Kabupaten Pegunungan Arfak Sarana 47 

 

bb. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid SD Menurut Kabupaten/Kota  

Jumlah sekolah dasar di Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah 681 Sekolah 

Dasar dengan jumlah murid Sekolah Dasar sebanyak 86.434 orang. Rinciannya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.22 Jumlah Sekolah Dasar di Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten 

No Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Negeri 
Sekolah 

Swasta 

1 Kab. Manokwari 128 90 38 

2 Kab. Teluk Bintuni 81 51 30 

3 Kab. Fak-Fak 114 78 36 

4 Kab. Kaimana 91 59 32 

5 Kab. Teluk Wondama 58 39 19 

6 
Kab. Pegunungan 

Arfak 
70 70 0 

7 
Kab. Manokwari 

Selatan 
30 23 7 

8 Kab. Raja Ampat 109 70 39 
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No Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Negeri 
Sekolah 

Swasta 

Jumlah 681 480 201 

Sumber: Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023 

 

Tabel 2.23 Jumlah Murid Sekolah Dasar di Provinsi Papua Barat menurut 

Kabupaten 

No Kabupaten/Kota Jumlah Laki-Laki Perempuan 

1 Kab. Manokwari 21.603 11.310 10.293 

2 Kab. Fak-Fak 21.603 11.310 10.293 

3 Kab. Teluk Bintuni 9.228 4.880 4.348 

4 Kab. Kaimana 10.179 5.386 4.793 

5 Kab. Teluk Wondama 6.012 3.202 2.810 

6 Kab. Pegunungan Arfak 4.510 2.418 2.092 

7 Kab. Manokwari Selatan 4.274 2.136 2.138 

8 Kab. Raja Ampat 8.934 4.688 4.246 

Jumlah 86.343 38.013 45.330 

Sumber: Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023 
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B. LINGKUNGAN INTERNAL  

 

Gambar 2.2 Foto udara lingkungan Balai POM di Manokwari 

1. Luas Tanah 

Kantor Balai POM di Manokwari beralamat di Jalan Angkasa Mulyono, Amban, 

Manokwari, Papua Barat, berdiri di atas tanah seluas 9.142 m2. 

2. Luas Bangunan 

Luas bangunan gedung kantor permanen 869 m2, bangunan gedung laboratorium 

permanen 883 m2, gedung pos jaga permanen 25m2 dan 8m2, 2 (dua) bangunan tempat 

parkir masing-masing 9 m2 dan 30 m2, 3 (tiga) bangunan gedung tempat tinggal lainnya 

masing-masing 49 m2, 49 m2 dan 62 m2, bangunan rumah genset 15m2, bangunan lainnya 

berupa sumur 30m2, taman semi permanen 249m2, pagar permanen 432m2 dan 

Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya 47m2.. 

  Tabel 2.24 Data Luas Bangunan Balai POM di Manokwari 

Uraian Barang Unit/Bidang Luas 

Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 869 M2 

Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 1 883 M2 

Gedung Pos Jaga Permanen 2 33 M2 

Bangunan Rumah Genset 1 15 M2 
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Uraian Barang Unit/Bidang Luas 

Bangunan Lainnya (Sumur) 1 30 M2 

Bangunan Tempat Parkir 2 39 M2 

Taman Semi Permanen 1 249 M2 

Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 3 160 M2 

Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya 1 47 M2 

 

3. Status Kepemilikan Tanah 

Status kepemilikan tanah Balai POM di Manokwari dengan sertifikat hak pakai nomor 

33.01.04.4.00089 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM RI. 

4. Rumah Dinas 

Balai POM di Manokwari memiliki rumah dinas sebanyak 1 (satu) rumah dinas 

dengan status sewa yang diperuntukkan untuk Kepala Balai POM di Manokwari.  

5. Penerangan 

a. PLN  : 105 KVA untuk Balai POM di Manokwari dan 53 KVA.  

b. Generator  : 400 KVA untuk Balai POM di Manokwari. 

6. Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi yang dimiliki Balai POM di Manokwari, antara lain: 

a. Nomor Telepon : (0986) 2217025/26/27; Selular 081344144142 / 085254300663 

b. Nomor Faksimili  : (0986) 2217027 

c. Alamat e-mail :  manokwari.bpom@gmail.com; bpom_manokwari@pom.go.id 

7. Sumber Air 

a. PAM  : Balai POM di Manokwari tidak menggunakan PAM. 

b. Sumur  : Terdapat dua sumber air yaitu sumur bor dan sumur gali. 

mailto:bpom_manokwari@POM.go.id
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8. Kendaraan 

Gambar 2.3 Kendaraan operasional Balai POM di Manokwari 

a. Kendaraan operasional roda empat Balai POM di Manokwari berjumlah 5 (Lima) 

buah, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.25 Daftar Kendaraan Operasional Roda Empat 

No Merk / Type Nomor Polisi Jenis 

Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Toyota Vios 

Toyota Innova 

Toyota Rush 

Toyota Innova 

Toyota Innova 

PB 7193 G 

PB 7174 G 

PB 7175 G 

PB 5461 G 

PB 7117 G 

Sedan 

Mini Bus 

Mini Bus 

Mini Bus 

Mini Bus 

2012 

2012 

2012 

2013 

2019 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

b. Kendaraan operasional mobil laboratorium keliling roda empat Balai POM di 

Manokwari berjumlah 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.26 Daftar Kendaraan Operasional Mobil Laboratorium Keliling Roda Empat 

No Merk / Type Nomor Polisi Jenis 

Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
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1. 

2. 

Toyota Dyna  

Toyota Hilux 

PB 7934 G 

PB 8072 G 

Mikrobus 

Double 

Cabin 

2013 

2017 

Baik 

Baik 

 

c. Kendaraan operasional mobil penyidikan roda empat Balai POM di Manokwari 

berjumlah 1 (satu) buah, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.27 Daftar Kendaraan Operasional Mobil Penyidikan Roda Empat 

No Merk / Type Nomor Polisi Jenis 

Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1. 
Isuzu / NLR 71T 

L 
PB 8013 G 

Mobil 

Barang 
2018 Baik 

 

d. Kendaraan operasional mobil Incenerator roda empat Balai POM di Manokwari 

berjumlah 1 (satu) buah, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.28 Daftar Kendaraan Operasional Mobil Incenerator Roda Empat 

No Merk / Type 
Nomor 

Polisi 
Jenis 

Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1. Isuzu / NMR 

71T SO  

PB 8012 G Mobil 

Barang 

2019 Baik 
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e. Kendaraan operasional roda dua Balai POM di Manokwari berjumlah 5 (lima) buah, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.29 Daftar Kendaraan Operasional Roda Dua 

No Merk / Type Nomor Polisi Jenis 

Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Honda Vario 

Honda Vario 125 

Honda Vario 125  

Honda Vario 125 

Yamaha Fazzio 

PB 6830 G 

PB 6361 M 

PB 6362 M 

PB 6392 GB 

PB 6004 GC 

Sepeda Motor 

Sepeda Motor 

Sepeda Motor 

Sepeda Motor  

Sepeda Motor 

2012 

2014 

2014 

2018 

2023 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

9. Sumber Daya Manusia (Jumlah Menurut Usia, Unit Kerja, Dan Strata Pendidikan)  

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Manokwari per 31 Desember 2023 

berjumlah 64 orang. Rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.30 Sumber Daya Manusia (SDM) POM di Manokwari 

No SDM Satuan Jumlah 

1 2 3 4 

A Balai POM di Manokwari pegawai 64 

1 SDM Teknis* pegawai 34 

2 SDM Administrasi** pegawai 14 

3 SDM Pramubakti/PPNPN *** pegawai 16 
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Gambar 2.4 Pegawai Balai POM di Manokwari 

10. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Balai POM di Manokwari 

Jumlah Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja UPT Balai POM di 

Manokwari untuk doktor nihil, Magister sebanyak 1 orang, Apoteker sebanyak 15 orang, 

Strata satu sebanyak 22 orang, dan Diploma tiga sebanyak 7 orang. 

Tenaga Bagian TU/Subbagian Tata Usaha sebanyak 11 orang, Kelompok Substansi 

Pengujian sebanyak 16 orang, Kelompok Substansi Pemeriksaan 9 orang, Kelompok 

Substansi Penindakan 3 orang, Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi sebanyak 

5 orang.  Profil Pegawai Balai POM di Manokwari secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 28. 

 

11. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (Berdasarkan Jumlah Sampel dan Parameter)  

Tenaga penguji yang terdapat pada Seksi Pengujian sebanyak 18 orang. Jumlah 

produk yang diuji sebanyak 1977 sampel dengan 7228 parameter uji. Maka kemampuan 

kerja tenaga penguji adalah 86 sampel/orang/tahun dengan 314 parameter uji. Untuk 

lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 29. 

 

12. Jumlah Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian  

Jumlah parameter uji Laboratorium Obat dan NAPZA menurut Standar Ruang 

Lingkup Laboratorium 2023 adalah 250 parameter uji sehingga Laboratorium Obat 

mampu menguji sebanyak 161 parameter uji atau 64,4 %.  

Jumlah parameter uji Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

menurut Standar Ruang Lingkup Laboratorium 2023 adalah 129 parameter uji sehingga 
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Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mampu menguji sebanyak 114 

parameter uji atau 88,4 %.  

Jumlah parameter uji Laboratorium Kosmetik menurut Standar Ruang Lingkup 

Laboratorium 2023 adalah 110 parameter uji dan Laboratorium Kosmetika mampu 

menguji sebanyak 100 parameter uji atau 90,9 %. 

Jumlah parameter uji Laboratorium Pangan, Air dan Bahan Berbahaya menurut 

Standar Ruang Lingkup Laboratorium 2023 adalah 92 parameter uji dan Laboratorium 

Pangan dan Bahan Berbahaya mampu menguji sebanyak 76 parameter uji atau 82,61 %. 

Jumlah parameter uji Laboratorium Mikrobiologi menurut Standar Ruang Lingkup 

Laboratorium 2023 adalah 100 parameter uji dan Laboratorium Mikrobiologi mampu 

menguji sebanyak 95 parameter uji atau 95,0 %. 

 

 

Gambar 2.5 Personel Laboratorium Balai POM di Manokwari 
Mengikuti pelatihan Internal Materi dasar Pengujian Mikrobiologi dengan 

Spectrofotometer DNA 
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13. Pelatihan Uji Profisiensi 

Tabel 2.31 Daftar Uji Profisiensi Laboratorium Balai POM di Manokwari Tahun 2023 

No 
Bidang / 

Laboratorium 

Judul Uji 

Profisiensi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Waktu 

Pelaksana

an 

Hasil 

1 2 3 4 5 6 

1 Mikrobiologi 

Deteksi 
Staphylococcus 
Aureus, 
Pseudomonas 
Aerugenosa, 
Candida Albicans 
pada Kosmetik 
bentuk Lotion 

P3OMN 39 Peserta 
22 Mei 

2023 

2 Mikrobiologi 
Deteksi E-Coli 
Pada sediaan Obat 

P3OMN 38 Peserta 
12 Juni 

2023 

3 Mikrobiologi 

Deteksi 
Staphylococcus 
aureus pada Obat 
Tradisional 

P3OMN 39 Peserta Mei 2023 

4 Mikrobiologi 
Deteksi Salmonella 
pada produk 
Pangan 

P3OMN 40 Peserta Juli 2023 

5 Mikrobiologi 

Deteksi Salmonella 
pada produk 
Suplemen 
Kesehatan 

P3OMN 38 Peserta 
Agustus 

2023 

6 Mikrobiologi 

Deteksi DNA 
Spesifik Spesies 
Porcine pada 
Produk Daging 
olahan Sate 

P3OMN 39 Peserta 
Agustus 

2023 

7 Pangan PK Protein P3OMN 37 Peserta 

14-18 

Agustus 

2023 

8 Pangan 

PK Asam Benzoat, 

Asam Sorbat, dan 

Sakarin 

P3OMN 56 Peserta 

28-31 

Agustus 

2023 
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No 
Bidang / 

Laboratorium 

Judul Uji 

Profisiensi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Waktu 

Pelaksana

an 

Hasil 

1 2 3 4 5 6 

9 Kosmetik 

Identifikasi Bahan 

Dilarang Dalam 

Kosmetik Sediaan 

Anti Jerawat 

P3OMN 34 Peserta 
13 Maret 

2023 

10 

Obat 

Tradisional dan 

Suplemen 

Kesehatan 

Identifikasi Bahan 

Kimia Obat dan 

Pengawet dalam 

Obat Tradisional 

Sediaan Padat 

Klaim Anti Gatal 

Akibat Jamur 

P3OMN 35 Peserta 

14 

Maret-6 

April 

2023 

11 

Obat 

Tradisional dan 

Suplemen 

Kesehatan 

Penetapan Kadar 

Asam Salisilat 

dalam Obat Kuasi 

secara KCKT PDA 

(Uji Kolaborasi) 

P3OMN 35 Peserta 

4-15 

Septemb

er 2023 

12 Obat 

Penetapan Kadar 

Nevirapin dalam 

sediaan tablet 

P3OMN 35 Peserta 

16-30 

Juni 

2023 

13 Obat 

Penetapan Kadar 

Estazolam dalam 

sediaan tablet 

P3OMN 34 Peserta 

16-30 

Juni 

2023 

 

Untuk lebih lengkapnya mengenai data Pelatihan Uji Profisiensi Balai POM di 

Manokwari Tahun 2023 bisa dilihat pada Lampiran Tabel 30. 

 

14. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT 

BPOM 

Secara umum Laboratorium Balai POM di Manokwari telah dilengkapi dengan 

peralatan laboratorium pengujian modern untuk pengujian kimia dan pengujian 

mikrobiologi, seperti Toxinometer, Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), Atomic 

Absorbtion Spectrophotometer (AAS), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), 

Kromatografi Gas, Spektrofotometer UV-Vis, TLC Scanner, Biosafety Cabinet, Autoclave, 

Alat Disolusi, Spectrofotometer DNA dan lain-lain.  
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Ketersediaan alat-alat laboratorium tersebut telah memenuhi Standar Minimum 

Good Laboratory Practice yang harus dimiliki. Rincian jumlah ketersediaan alat 

Laboratorium Pengujian Balai POM di Manokwari dapat dilihat pada Lampiran Tabel 31A 

dan Tabel 31B. 

 

15. Daftar Inventaris Kantor  

Daftar inventaris Kantor Balai POM di Manokwari terdiri dari peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Untuk rinciannya dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 26. 

 

16. Sertifikasi/ Akreditasi/ Penghargaan  

a. Penghargaan dari Badan POM RI sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

BPOM Tahun 2023 dengan indek pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima” 

 

Gambar 2.6 Piagam Penghargaan dari BPOM RI Kepada BPOM di Manokwari 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 

 

b. Anugerah penghargaan Badan POM RI atas keterbukaan Informasi Publik di 

Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif. 
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Gambar 2.7 Anugerah Penghargaan dari Badan POM RI Kepada BPOM di 

Manokwari sebagai Badan Publik Informatif 

c. Penghargaan dari Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Papua atas komitmen dalam Pendampingan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

melalui Inovasi Gerbang Mas (Gerakan Pengembangan Mahasiswa Papua Barat) 

dan Program Magang Mandiri FMIPA UNIPA. 

  

Gambar 2.8 Piagam Penghargaan dari FMIPA Unipa Kepada BPOM di Manokwari 

d. Penghargaan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Papua atas 

Kerjasama dalam memfasilitasi kunjungan lapangan dan kuliah praktisi pada mata 

kuliah Biologi Perairan 



 

37  
  

 

  
Gambar 2.9 Piagam Penghargaan dari Universitas Papua Kepada  

BPOM di Manokwari 

e. Penghargaan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kanwil Papua Barat sebagai 

Peraih Nilai IKPA Terbaik I Tahun Anggaran 2023  

 

  
Gambar 2.10 Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil 

Papua Barat Kepada BPOM di Manokwari 

 

f. Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 10M < pagu < 50M 

Terbaik Lingkup KPPN Manokwari tahun Anggaran 2023 dari KPPN Manokwari 
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Gambar 2. 11 Piagam Penghargaan dari KPPN Kepada BPOM di Manokwari 

dengan Nilai IKPA 10M < pagu < 50M Terbaik Tahun Anggaran 2023 

 
g. Penghargaan Peringkat ke-1 Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah 

Lingkup KPPN Manokwari Tahun Anggaran 2023  

 

 

Gambar 2. 12 Piagam Penghargaan dari KPPN Kepada BPOM di Manokwari, 

Peringkat ke-1 Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah 
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h. Penghargaan dari KPPN Manokwari sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik 

ke-1 Kategori C (Rp 10 Miliar < Pagu ≤ Rp 50 Miliar) Triwulan III Tahun Anggaran 

2023 

 

Gambar 2. 13 Piagam Penghargaan dari KPPN Kepada BPOM di Manokwari 

sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik ke-1 Kategori C (Rp 10 Miliar < 

Pagu ≤ Rp 50 Miliar) Triwulan III 

 

i. Sertifikat Akreditasi SNI ISO 37001:2016 atas penerapan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan di Lingkungan Balai POM di Manokwari 

 

Gambar 2. 14 Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Kepada BPOM di Manokwari 
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17. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) Dan Perjanjian Kerjasama (PKS)  

Untuk melindungi masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dan untuk menciptakan iklim usaha 

yang sehat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan 

Obat dan Makanan, salah satu strategi pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM 

di Manokwari adalah melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas 

sektor/organisasi kemasyarakatan/Perguruan Tinggi. Kegiatan pengawasan Obat dan 

Makanan tersebut antara lain merupakan kegiatan yang terkait dengan banyak sektor, 

baik pemerintah maupun non pemerintah, Balai POM di Manokwari perlu menjalin 

kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, maupun Organisasi 

Kemasyarakatan. Sektor terkait tersebut potensial untuk memberikan informasi dan 

edukasi kepada masyarakat dengan tujuan Obat dan Makanan yang 

digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu.   

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Balai POM di Manokwari telah melakukan 

penandatanganan kerja sama dengan lintas sektor dan Organisasi Kemasyarakatan 

sebanyak 12 (dua belas) Kerjasama, termasuk 5 (lima) kerja sama yang ditandatangani 

pada tahun 2023, yaitu dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten 

Fakfak Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten 

Kaimana dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).  
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Gambar 2. 15 Kerja Sama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) Balai POM di Manokwari Tahun 2023 

Monitoring dan evaluasi diperlukan sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan 

kerja sama dalam menyusun rekomendasi keberlanjutan kerja sama atau pengaplikasian 

pada kerja sama sejenis. Berdasarkan penilaian oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan 

Masyarakat BPOM, capaian efektivitas kerja sama Tahun 2023 Balai POM di Manokwari 

sebesar 104,69% dengan kategori kerja sama efektif. Matrik rincian dan realisasi kerja 

sama antara Balai POM di Manokwari dengan lintas sektor sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Tabel 33A. 

 

18. Pengadaan Barang/ Jasa  

Balai POM di Manokwari selama tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan 

pengadaan barang dan jasa sebanyak 17 paket pengadaan dengan rincian sebagai 

berikut:  

a. 2 Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan 

Langsung 

b. 1 Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan metode Penunjukan 

Langsung 

c. 14 Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan metode E-Purchasing 

Jumlah realisasi anggaran dari 17 paket pengadaan tersebut adalah sebesar Rp. 

3.081.341.560,-. Rincian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Balai POM di 

Manokwari selama tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 34. 

 

19. Anggaran (Volume Menurut Jenis Dan Sumbernya) 

Jumlah anggaran Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 adalah Rp. 

20.532.542.000,- yang bersumber dari APBN dengan rincian rupiah murni Rp. 

19.083.019.000,-, PNBP Rp. 1.449.523.000,-. Realisasi serapan anggaran tahun 2023 

sebesar Rp. 20.319.465.016,- (98,96%). Untuk rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 35. 
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Tabel 2.32 Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2023 

No Sumber Anggaran 
Total (%) 

Pagu Realisasi  

1 2 3 4 5 

1 Rupiah Murni (RM) 19.083.019.000,00 18.875.551.144,00 98,91 

2 PNBP 1.449.523.000,00 1.443.913.872,00 99,61 

  Jumlah 20.532.542.000,00 20.319.465.016,00 98,96 

 

20. Laporan Penerimaan PNBP  

Laporan penerimaan dan target penerimaan PNBP pada tahun 2023 adalah Rp 

195.740.000,- dan realisasinya Rp 282.510.000,- dengan persentase 144,33%. Hal ini 

100% dari target karena Balai POM di Manokwari menerima semua layanan permintaan 

pengujian adapun jenis sampel yang sering diuji kebanyakan berasal dari Kepolisian 

untuk sampel kasus seperti sampel ganja, minuman beralkohol, sabu. Selain dari 

kepolisian terdapat juga penerimaan layanan sampel pihak ketiga dari lintas sektor seperti 

Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan, dan masyarakat. Rincian Laporan 

Penerimaan PNBP dapat dilihat pada Lampiran Tabel 36.
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

 

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis 

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Balai POM di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM 

di Provinsi Papua Barat yang mempunyai 8 (delapan) wilayah pengawasan yaitu 

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, 

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak 

dan Kabupaten Teluk Wondama.  

Selama tahun 2023, Balai POM di Manokwari telah melaksanakan tugas 

Pengawasan obat dan makanan, meliputi: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian 

3. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan 

4. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan 

5. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan 

6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan 

7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan 

8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

9. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber 

10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. 

 

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK OBAT 

Pada tahun 2023, jumlah sarana distribusi produk obat dan pelayanan 

kefarmasian yang diperiksa sebanyak 226 sarana, dengan hasil sebanyak 140 sarana 

(61,95%) Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 86 sarana (38,05%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 
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Gambar 3.1 Grafik capaian pengawasan sarana distribusi produk obat  

dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023. 

Sarana yang diperiksa terdiri dari PBF sebanyak 9 sarana, Apotek 137 sarana, Toko 

Obat Berizin 2 sarana, Rumah Sakit 13 sarana, Puskesmas 43 sarana, Instalasi 

Farmasi Pemerintah 9 sarana, Klinik/Balai Pengobatan 13 sarana serta Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) 0 sarana. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7A. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, untuk kategori temuan serta tindak lanjut 

berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat sebagai 

berikut: 

1. Kategori Temuan 

Kategori Temuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 

Fasilitas Produksi, Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan 

PSE/PSEF dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Temuan Minor (Ringan) 

Temuan minor (ringan) adalah Temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan baik secara teknis dan/atau administratif yang: 

1) Tidak menyebabkan penurunan mutu Obat dan/atau Bahan Obat;  

2) Tidak menyebabkan potensi penyimpangan Peredaran Obat dan/atau 

Bahan Obat dari dan/atau ke fasilitas atau pihak yang tidak memiliki 

kewenangan; 

3) Bukan merupakan Temuan Sistemik; dan/atau 

4) Tidak menyebabkan risiko terhadap kesehatan. 
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b. Temuan Mayor (Sedang) 

Temuan mayor (sedang) adalah Temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan baik secara teknis dan/atau administratif yang: 

1) Menyebabkan potensi penurunan mutu Obat dan/atau Bahan Obat; 

2) Menyebabkan potensi penyimpangan Peredaran Obat dan/atau Bahan 

Obat dari dan/atau ke fasilitas atau pihak yang tidak memiliki kewenangan; 

dan/atau 

3) Merupakan Temuan Sistemik yang mengakibatkan Pengelolaan Obat 

dan/atau Bahan Obat menjadi tidak konsisten terhadap ketentuan, standar 

dan persyaratan. 

c. Temuan Kritis (Berat) 

Temuan kritis (berat) adalah Temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan baik secara teknis dan/atau administratif yang: 

1) Menyebabkan penurunan mutu Obat dan/atau Bahan Obat: 

2)  Menunjukkan terjadinya penyimpangan Peredaran Obat dan/atau Bahan 

Obat dari/ke fasilitas atau pihak yang tidak memiliki kewenangan;  

3) Melakukan kegiatan Pengelolaan Obat dan/atau Bahan Obat tanpa 

kewenangan; 

4) Menunjukkan adanya Pembuatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

Distribusi dan/atau Penyerahan Obat dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk 

palsu; 

5) Merupakan Temuan Sistemik yang menggambarkan situasi yang 

berpotensi menghasilkan produk yang tidak memenuhi syarat atau 

mengakibatkan produk yang tidak memenuhi syarat beredar;  

6) Merupakan Temuan Sistemik yang menggambarkan situasi yang dapat 

mengakibatkan risiko kesehatan segera atau tersembunyi; dan/atau 

7)  Bersifat kecurangan, pemalsuan produk atau data dan informasi. 

 

Selain harus memenuhi kriteria di atas, kategori temuan juga dapat 

ditentukan dengan mempertimbangkan kajian analisis risiko antara lain berupa 

tingkat keparahan/dampak dan tingkat intensitas/frekuensi/keberulangan suatu 

pelanggaran. 
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2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  

a. Pembinaan Teknis  

Pembinaan teknis dilaksanakan terhadap: 

1) Fasilitas Produksi, jika hanya terdapat: 

a) Temuan minor; dan/atau 

b) kurang dari 6 (enam) Temuan mayor. 

2) Fasilitas Distribusi, jika hanya terdapat Temuan minor. 

3) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, jika hanya terdapat Temuan minor. 

4) PSE/PSEF, jika hanya terdapat Temuan minor. 

 

3. Sanksi administratif terhadap Fasilitas Distribusi: 

a. Sanksi peringatan, jika: 

Terdapat Temuan mayor (sedang); 

1) Terdapat Temuan minor (ringan) yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 

berturut-turut; dan/atau 

2) Tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis. 

b. Sanksi peringatan keras, jika: 

1) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang menggambarkan situasi adanya 

hubungan sistemik antar Temuan; 

2) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 

berturut-turut; dan/atau 

3) Tdak ada laporan perbaikan terhadap surat peringatan. 

c. Sanksi penghentian sementara kegiatan, jika: 

1) Terdapat Temuan kritis (berat) yang mengakibatkan produk yang tidak 

memenuhi syarat beredar;  

2) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang merupakan Temuan Sistemik yang 

sama dalam 2 (dua) kali inspeksi berturut turut; 

3) Ditemukan adanya penerimaan, penyimpanan dan/atau Distribusi Obat 

dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk palsu; 

4) Tidak memiliki Sertifikat CDOB; dan/atau 

5) Ditemukan hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 

dengan angka 4 yang berdasarkan Manajemen Risiko menyebabkan 

penyimpangan Obat dan/atau Bahan Obat dari/kepada pihak/sarana ilegal. 

d. Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) 

dapat dikenakan untuk Sebagian kegiatan atau seluruh kegiatan sesuai dengan 

Sertifikat CDOB dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. 
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Pengaktifan kembali kegiatan dapat dilakukan jika telah dilakukan tindakan 

perbaikan dan pencegahan terhadap Temuan. 

e. Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada huruf c) terhadap Fasilitas Distribusi yang sedang mengajukan 

permohonan sertifikasi CDOB, permohonan resertifikasi CDOB atau 

permohonan perubahan Sertifikat CDOB, maka permohonan ditolak. 

f. Sanksi pencabutan Sertifikat CDOB sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat 

CDOB, jika: 

1) Fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktifitas pendistribusian Obat 

dan/atau Bahan Obat pada alamat seperti tertuang dalam izin/pengakuan; 

2) Tidak melakukan kegiatan pengadaan dan Distribusi komoditi sesuai 

dengan ruang lingkup Sertifikat CDOB selama 6 (enam) bulan berturut-

turut; 

3) Melakukan kegiatan pengadaan dan/atau Distribusi selama menjalani 

sanksi penghentian sementara kegiatan;  

4) Telah mendapatkan 3 (tiga) kali berturut-turut penghentian sementara 

kegiatan; atau 

5) Terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/atau Bahan Obat. 

g. Sanksi rekomendasi pencabutan izin/pengakuan, jika: 

1) Tidak aktif dalam pendistribusian Obat dan/atau Bahan Obat dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun;  

2) Seluruh Sertifikat CDOB yang dimiliki dicabut;  

3) Sertifikat distribusi atau sertifikat distribusi cabang sudah tidak berlaku atau 

dicabut; dan/atau 

4) Terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/atau Bahan Obat.  

 

4. Sanksi Administratif Terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  

a. Sanksi peringatan, jika: 

1) Terdapat Temuan mayor (sedang);  

2) Terdapat Temuan minor (ringan) yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 

berturut-turut; dan/atau 

3) Tidak ada perbaikan sesuai pembinaan teknis. 

b. Sanksi peringatan keras, jika: 

1) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang menggambarkan situasi adanya 

hubungan sistemik antar Temuan; 
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2) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang sama dalam 2 (dua) kali inspeksi 

berturut-turut; dan/atau 

3) Tidak ada laporan perbaikan terhadap surat peringatan. 

c. Sanksi penghentian sementara kegiatan, jika: 

1) Terdapat Temuan kritis (berat) yang mengakibatkan produk yang tidak 

memenuhi syarat beredar;  

2) Terdapat Temuan mayor (sedang) yang merupakan Temuan Sistemik yang 

sama dalam 2 (dua) kali inspeksi berturut-turut; 

3) Ditemukan adanya penerimaan, penyimpanan dan/atau Penyerahan Obat 

dan/atau Bahan Obat ilegal termasuk palsu; dan/atau 

4) Ditemukan hal-hal selain sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan 

angka 3) yang berdasarkan Manajemen Risiko menyebabkan 

penyimpangan pendistribusian/ Penyerahan Obat dan/atau Bahan Obat 

dari/kepada pihak/sarana ilegal. 

d. Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) 

dikenakan untuk seluruh kegiatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua 

puluh satu) hari kerja. Pengaktifan kembali kegiatan dapat dilakukan jika telah 

dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap Temuan. 

e. Sanksi rekomendasi pencabutan izin, jika: 

1) Fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktifitas Pelayanan Kefarmasian 

pada alamat seperti tertuang dalam izin; 

2) Tidak aktif dalam Pelayanan Kefarmasian dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun;  

3) Melakukan kegiatan selama menjalani sanksi penghentian sementara 

kegiatan;  

4) Telah mendapatkan 3 (tiga) kali penghentian sementara kegiatan; dan/atau 

5) Terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan/atau Bahan Obat. 

 

Dalam pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk obat, 

dilakukan pemeriksaan sarana dstribusi produk obat dan pelayanan kefarmasian, yaitu: 

1. Pengawasan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Pengawasan Sarana Pedagang Besar Farmasi dilaksanakan dalam rangka 

memastikan PBF melakukan kegiatan operasionalnya sesuai aspek-aspek CDOB 

antara lain Sistem Manajemen Mutu, Manajemen dan Personalia, Peralatan dan 

Bangunan, Operasional, Inspeksi Diri, Keluhan Pelanggan, Transportasi, Fasilitas 

Distribusi Berdasarkan Kontrak, Dokumentasi.  



  

49 
 

Temuan hasil pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk hasil 

Memenuhi Ketentuan (MK) berupa temuan mayor dan minor, diantaranya masih 

terdapat produk yang penyimpanannya tidak sesuai, terdapat selisih stok antara 

fisik dan kartu stok, keabsahan dari pemasok (asal obat) yang diragukan 

dikarenakan tidak melakukan updating kualifikasi pemasok maupun pelanggan, 

dokumen pemesanan yg tidak lengkap, dokumentasi obat-obat kedaluwarsa serta 

obat-obat kembalian/ retur/ recall yang belum dilaksanakan dengan baik, dan lain-

lain. Sedangkan untuk temuan hasil pengawasan Pedagang Besar Farmasi dengan 

hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa temuan kritis, yaitu terdapat 

pergantian Apoteker Penanggung Jawab (APJ) namun sarana tetap melakukan 

kegiatan distribusi obat sementara Surat Izin PBF masih atas nama APJ lama. 

 
Gambar 3.2 Grafik capaian pengawasan sarana PBF di wilayah kerja Balai POM  

di Manokwari tahun 2023 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana PBF yang diperiksa sepanjang tahun 2023 sebanyak 8 sarana 

dari total 9 sarana PBF, dengan hasil pemeriksaan 7 sarana (87,50%) 

Memenuhi Ketentuan (MK), 1 sarana (12,50%) Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK), dan 1 sarana tidak diperiksa karena sertifikat CDOB terbit pada tahun 

2023. 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan PBF untuk hasil Memenuhi 

Ketentuan adalah Peringatan dan Pembinaan sedangkan untuk yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan adalah Peringatan Keras. Seluruh tindak lanjut hasil 

pengawasan, ditembuskan juga kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sarana Yang
diperiksa

MK TMK

9
8

1

Pengawasan Sarana PBF di Provinsi Papua Barat 
Tahun 2023



  

50 
 

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), Sekretaris 

Daerah serta Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 

 

2. Pengawasan Sarana Apotek 

Pengawasan sarana apotek ditujukan untuk memastikan Apotek 

memenuhi standar pelayanan kefarmasian meliputi Pengadaan, Penerimaan, 

Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan dan Pelaporan, serta 

Pemusnahan. Temuan hasil pengawasan Balai POM di Manokwari terkait perizinan 

karena masih terdapat beberapa Apotek yang tetap melakukan pelayanan 

kefarmasian tanpa adanya Surat Izin Apotek (SIA) yang masih berlaku. Hal ini 

termasuk temuan kritis. Sementara pada aspek pelayanan kefarmasian yang 

masuk dalam kategori temuan mayor dan minor antara lain obat-obat kedaluwarsa 

yang belum dipisahkan dari produk lain yang masih dalam kondisi baik, ruang 

penyimpanan obat tidak dilengkapi dengan alat kontrol suhu ruangan dan kartu 

kontrol suhu, obat disimpan pada kondisi tidak sesuai dengan yang tercantum pada 

kemasan obat, tidak memiliki SOP/Protap secara khusus mengenai pengelolaan 

obat, pencatatan mutasi obat pada kartu stok serta stok opname yang belum 

dilakukan secara rutin dan tertib sehingga masih banyak ditemukan selisih stok 

obat antara fisik dan kartu stok. 

 

Gambar 3.3 Grafik capaian pengawasan sarana Apotek di wilayah kerja Balai 

POM di Manokwari tahun 2023 

 
a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana Apotek yang diperiksa oleh Balai POM di Manokwari pada tahun 

2023 sebanyak 137 sarana (75,69%) dari total 181 sarana yang terdapat di 
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wilayah kerja Balai POM di Manokwari. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa 

76 sarana (55,47%) Memenuhi Ketentuan dan 61 sarana (44,53%) sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan sanksi 

berupa Penutupan Sementara Kegiatan (PSK) serta Peringatan Keras untuk 

hasil pengawasan tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) serta Peringatan dan 

Pembinaan untuk hasil pengawasan Memenuhi Ketentuan (MK). Seluruh tindak 

lanjut hasil pengawasan, ditembuskan juga kepada Direktur Pengawasan 

Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), 

Sekretaris Daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. 

 

3. Pengawasan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) 

Pengawasan sarana Toko Obat Berizin ditujukan untuk memastikan Toko 

Obat Berizin memenuhi standar pelayanan kefarmasian meliputi Pengadaan, 

Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan dan 

Pelaporan, serta Pemusnahan. 

 
Gambar 3.4 Grafik capaian pengawasan sarana Toko Obat Berizin  

di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah Toko Obat Berizin di wilayah kerja Balai POM di Manokwari sebanyak 

3 sarana dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana Toko Obat Berizin 

sebanyak 2 sarana dengan hasil 1 sarana Memenuhi Ketentuan, 1 sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dimana sarana tidak dapat menunjukkan 
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Surat Izin Sarana serta STRTTK yang masih berlaku. Dimana hal tersebut 

termasuk kategori temuan kritis. Untuk 1 sarana belum diperiksa karena 

mendapatkan izin operasional pada bulan september tahun 2023. 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap sarana Toko Obat Berizin yang 

melakukan pelanggaran adalah diberi sanksi berupa Pembinaan untuk sarana 

MK dan Peringatan Keras untuk sarana TMK dengan tembusan kepada 

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor (ONPP), Sekretaris Daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten 

di Provinsi Papua Barat. 

 

4. Pengawasan Sarana Rumah Sakit 

Pengawasan sarana Rumah Sakit ditujukan untuk memastikan IFRS( 

Instalasi farmasi Rumah Sakit) memenuhi standar pelayanan kefarmasian meliputi 

Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan 

dan Pelaporan, serta Pemusnahan. Temuan hasil pengawasan Balai POM di 

Manokwari untuk sarana rumah sakit tidak ada yang termasuk temuan kritis. 

Sebagian besar temuan masuk dalam kategori temuan mayor dan minor antara lain 

terkait pengelolaan obat-obat kedaluwarsa, penyimpanan obat-obatan yang tidak 

sesuai, tidak ada pendelegasian tugas untuk penanggung jawab kunci lemari 

narkotika dan psikotropika, dokumentasi stok opname dan pemusnahan obat yang 

tidak lengkap. 

 

 
Gambar 3.5 Grafik capaian pengawasan sarana Rumah Sakit 

di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 
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a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana Rumah Sakit yang diperiksa oleh Balai POM di Manokwari pada 

tahun 2023 sebanyak 13 sarana (92,86%) dari total 14 sarana yang terdapat di 

wilayah kerja Balai POM di Manokwari. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa 

10 sarana (76,92%) Memenuhi Ketentuan, serta 3 sarana (23,08%) Tidak 

Memenuhi Ketentuan. 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana yang memenuhi ketentuan 

diberikan tindak lanjut berupa pembinaan teknis dan surat peringatan, 

sedangkan untuk sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan tindak lanjut 

berupa surat peringatan keras. Seluruh tindak lanjut hasil pengawasan, 

ditembuskan juga kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, 

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), Sekretaris Daerah serta Dinas 

Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. 

 

5. Pengawasan Sarana Puskesmas 

Pengawasan sarana Puskesmas ditujukan untuk memastikan pelayanan 

kefarmasian di puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian meliputi 

Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan 

dan Pelaporan, serta Pemusnahan. 

 
Gambar 3.6 Grafik capaian pengawasan sarana Puskesmas di wilayah kerja Balai     

POM di Manokwari tahun 2023 

Temuan hasil pengawasan Balai POM di Manokwari terhadap Puskesmas 

untuk hasil pengawasan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa temuan mayor 

yaitu tidak terdapat tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, beberapa 

penyimpanan produk Vaksin dan CCP (Cold Chain Product) tidak dilengkapi 
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generator listrik, pencatatan mutasi obat pada kartu stok yang tidak dilakukan 

secara tertib, suhu ruang tempat penyimpanan obat yang tidak memenuhi 

persyaratan penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen, monitoring suhu 

penyimpanan tidak dilakukan secara rutin dan tertib, tidak memiliki ruang 

penyimpanan untuk obat yang telah kedaluwarsa, recall dan rusak. Sedangkan 

untuk hasil pengawasan Memenuhi Ketentuan (MK) berupa temuan mayor dan 

minor seperti tidak memiliki SOP/Protap secara khusus mengenai pengelolaan 

obat, dokumentasi stok opname dan pemusnahan yang tidak lengkap dan lain-lain. 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana Puskesmas yang diperiksa sebanyak 43 sarana (39,45%) dari 

total 109 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 27 sarana (62,79%) 

Memenuhi Ketentuan (MK) dan 16 sarana (37,21%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan tindak lanjut 

berupa Peringatan Keras untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) 

serta Peringatan dan Pembinaan untuk sarana yang Memenuhi Ketentuan 

(MK). Tindak lanjut ini juga ditembuskan kepada kepada Direktur Pengawasan 

Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), 

Sekretaris Daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. 

 

6. Pengawasan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah 

Pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan, 

dokumentasi di Instalasi Farmasi Pemerintah telah sesuai dengan aspek Cara 

Distribusi Obat yang Baik dan peraturan yang berlaku. Temuan hasil pengawasan 

Balai POM di Manokwari terhadap Instalasi Farmasi Pemerintah yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) yaitu berupa temuan kritis antara lain ditemukan 

selisih stok psikotropika antara jumlah fisik dan jumlah yang tertulis pada kartu stok 

serta terdapat Penanggung jawab Instalasi Farmasi yang belum memiliki SIPA. 

Sedangkan untuk sarana IFP yang Memenuhi Ketentuan (MK) terdapat temuan 

mayor dan minor, diantaranya belum memiliki SOP terkait CDOB serta uraian peran 

Apoteker Penanggung Jawab, belum memiliki alat untuk mengukur suhu ruangan 

(termometer) sehingga tidak dapat dilakukan monitoring suhu, terdapat 

penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan pada kemasan obat, 
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belum melakukan pelaporan SIPNAP secara rutin dan tertib, dokumentasi obat-

obat kedaluwarsa dan obat-obat recall yang masih belum lengkap dan jelas. 

 
Gambar 3.7 Grafik capaian pengawasan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah 

di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana Instalasi Farmasi Pemerintah yang diperiksa oleh Balai POM di 

Manokwari sebanyak 9 sarana (100%) dari total 9 Instalasi Farmasi 

Pemerintah, dengan hasil pemeriksaan 7 sarana (77,78%) Memenuhi 

Ketentuan (MK) dan 2 sarana (22,22%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan tindak lanjut 

berupa Peringatan Keras untuk sarana IFP yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK) serta Peringatan dan Pembinaan untuk sarana IFP yang Memenuhi 

Ketentuan (MK) dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan 

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), Sekretaris 

Daerah serta Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. 

 

7. Pengawasan Sarana Klinik 

Pengawasan sarana Klinik dilakukan dalam rangka memastikan bahwa 

standar pelayanan kefarmasian di klinik meliputi Pengadaan, Penerimaan, 

Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan dan Pelaporan, serta 

Pemusnahan serta peraturan yang berlaku telah dilaksanakan secara tertib. 

Temuan hasil pengawasan Balai POM di Manokwari terhadap Klinik yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa temuan mayor antara lain belum memiliki 

Apoteker Penanggung Jawab serta pengelolaan obat yang dilakukan oleh tenaga 
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non-kefarmasian dan tenaga non-kesehatan. Sedangkan untuk klinik yang 

Memenuhi Ketentuan (MK) terdapat beberapa temuan mayor dan minor seperti 

penyimpanan obat-obatan yang tidak sesuai persyaratan, belum melakukan 

pencatatan mutasi obat pada kartu stok secara rutin dan tertib, tidak melakukan 

monitoring suhu ruang penyimpanan obat, belum memiliki SOP terkait pengelolaan 

obat. 

 
Gambar 3.8 Grafik capaian pengawasan sarana Klinik  

di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana klinik yang diperiksa oleh Balai POM di Manokwari sebanyak 13 

sarana (92,86%) dari total 14 sarana, dengan hasil pemeriksaan 11 sarana 

(84,62%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 sarana (15,36%) Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK). 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan tindak lanjut 

berupa Peringatan Keras untuk sarana klinik yang Tidak Memenuhi Ketentuan 

(TMK) serta Peringatan dan Pembinaan untuk sarana klinik yang Memenuhi 

Ketentuan (MK) serta ditembuskan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan 

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (ONPP), Sekretaris 

Daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. 

 

8. Pengawasan Sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

Pengawasan sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dilakukan dalam 

rangka memastikan bahwa standar pelayanan kefarmasian di KKP meliputi 

Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan 

dan Pelaporan, serta Pemusnahan serta peraturan yang berlaku telah 
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dilaksanakan secara tertib. Temuan hasil pengawasan Balai POM di Manokwari 

terhadap KKP berupa temuan mayor antara lain belum ada kartu stok serta obat-

obat kedaluwarsa belum disimpan terpisah dengan obat-obat lainnya. 

 
   

Gambar 3.9 Grafik capaian pengawasan sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan  

(KKP) di wilayah kerja Balai POM di Manokwari tahun 2023 

a. Pengawasan oleh Balai POM Di Manokwari 

Jumlah sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan yang terdapat diwilayah kerja 

Balai POM di Manokwari sebanyak 2 kantor. Tidak dilakukan pengawasan 

karena tidak terdapat pelayanan kefarmasian di Kantor Kesehatan Pelabuhan 

 

9. Sampling Produk Obat dan Nappza 

Sampling produk Obat dan Nappza tahun 2023 terdiri dari sampel acak dan 

sampel targeted. Sampel acak meliputi sampel obat JKN dan Non-JKN, sedangkan 

sampel targeted meliputi sampling kasus, sampling hulu obat JKN dan Program, 

sampling rokok dan ruang lingkup. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan sistem 

sampling dan pengujian secara regionalisasi yang terbagi dalam 14 kelas terapi. 

Selama tahun 2023 telah dilakukan sampling dan pengujian sesuai dengan 

kelas terapinya terhadap 141 sampel dari Balai POM di Manokwari dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. 140 sampel (99,29%) Memenuhi Syarat (MS) 

b. 1 sampel (0,71%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian kimia 

c. 3 sampel (2,13%) Tidak Memenuhi Ketentuan Label (TMK) 

Dalam sistem Regionalisasi Laboratorium, Balai POM di Manokwari 

menjadi anggota dalam Region Makassar dan melakukan pengujian terhadap 2 

(dua) kelas terapi yaitu Kardiovaskular dan Anti Parasit. Selama tahun 2023 jumlah 
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sampel Regionalisasi Obat yang diuji sebanyak 181 sampel yang berasal dari Balai 

Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Jayapura, Balai POM di Kendari, Balai 

POM di Manokwari, Balai POM di Mamuju, Balai POM di Palopo, Loka POM di 

Merauke, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau dan Loka POM di Sorong 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. 181 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS) 

b. 0 sampel (0%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A dan Tabel 1D. 

Seluruh sampel yang telah masuk dilaboratorium telah diuji parameter uji 

kritis sesuai dengan PUK yang tercantum dalam Pedoman Sampling Obat Tahun 

2023. Untuk detail parameter uji laboratorium sampel produk obat dapat dilihat pada 

Lampiran 2.A. Terdapat juga sampel pihak ketiga sebanyak 100 sampel yang 

berasal dari kepolisian di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan hasilnya 

seluruh sampel positif uji identifikasi. Sampel Pihak Ketiga yang masuk Balai POM 

di Manokwari terdiri dari 81 sampel Ganja, 18 sampel Sabu-sabu dan 1 sampel obat-

obat tertentu Triheksifenidil. Data lengkap terkait pengujian sampel Nappza dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 5. 

 

Gambar 3.10 Diagram Persentase Sampling Produk Regionalisasi Obat  

BPOM di Manokwari tahun 2023 
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Gambar 3.11 Diagram Persentase Pengujian Produk Regionalisasi Obat  

BPOM di Manokwari tahun 2023 

 
Gambar 3. 12 Pengujian rutin secara kimia produk obat 

 

B. PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN NAPPZA 

Pada tahun 2023 pengawasan sarana distribusi dan pelayanan NAPPZA 

dilakukan bersamaan dengan pengawasan obat non-NAPPZA. Capaian pengawasan 

sarana distribusi dan pelayanan NAPPZA sudah termasuk dalam capaian pengawasan 

mutu keamananzdanzkemanfaatanzprodukzterapetik. 
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Gambar 3.13 Pemeriksaan distribusi produk obat dan NAPPZA di salah satu apotek 

C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL 

Pengawasan Keamanan, Mutu dan Kemanfaatan Obat Tradisional bertujuan 

untuk memastikan sarana distribusi obat tradisional tidak mengedarkan produk yang 

ilegal, rusak, kedaluwarsa, mengandung bahan kimia obat dan bahan berbahaya serta 

Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan. Selain itu Balai POM di Manokwari melakukan 

pendampingan terhadap Pelaku Usaha UMKM Obat Tradisional sehingga 

mendapatkan sertifikat CPOTB Bertahap. Temuan hasil pengawasan Balai POM di 

Manokwari terhadap sarana distribusi obat tradisional antara lain ditemukan Obat 

Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan kedaluwarsa. 

 
 

Gambar 3.14 Pemeriksaan sarana distribusi produk Obat Tradisional 
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Gambar 3.15 Grafik capaian pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional 

di Provinsi Papua Barat tahun 2023 

1. Pengawasan oleh Balai POM di Manokwari 

Sarana distribusi Obat Tradisional yang diperiksa pada tahun 2023 

sebanyak 7 sarana (100%) dari total target perencanaan 7 sarana. Hasil 

pemeriksaan menunjukkan bahwa 6 sarana (85,71%) Memenuhi Ketentuan, 

sedangkan 1 sarana (14,29%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan tersebut adalah menjual dan memajang Obat Tradisional 

yang illegal atau tanpa ijin edar. Data lengkap dapat lihat pada Lampiran 7B. 

 

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Tindak lanjut terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan diberikan 

peringatan/peringatan keras. Surat tindak lanjut tersebut dikirimkan kepada pelaku 

usaha dan ditembuskan ke Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan, Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten 

dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. 

3. Sampling dan Pengujian Obat Tradisional 

Selama tahun 2023 Balai POM di Manokwari telah melakukan sampling 

produk Obat Tradisional sebanyak 105 sampel yang terdiri dari 32 sampel targeted 

dan 73 sampel acak (random) dengan rincian sebagai berikut: 

a. 105 sampel (100,00%) Memenuhi Syarat (MS) dari Hasil Pengujian di 

Laboratorium 

b. 9 sampel (8,65%) Tidak Memenuhi Ketentuan Label (TMK) 

Jumlah sampel produk Obat Tradisional yang berasal dari Balai POM di 

Manokwari dan diterima oleh Laboratorium Balai POM di Manokwari pada tahun 
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2023 sebanyak 105 sampel, dengan hasil uji kimia maupun mikrobiologi adalah 

100% Memenuhi Syarat (MS). Untuk rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 1.A. 

Pengujian produk Obat Tradisional yang dilakukan di Balai POM di 

Manokwari hanya meliputi seluruh pengujian dasar dengan Parameter Uji Kritis 

(PUK) sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023 (dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 2B), sementara untuk parameter uji dengan pengujian spesifik dikirimkan ke 

Balai Spesifik antara lain: 

a. Balai Besar POM di Jayapura untuk parameter uji EG dan DEG secara GC-MS 

sebanyak 6 sampel dengan hasil uji 100% Memenuhi Syarat (MS). 

b. Balai Besar POM di Banjarmasin untuk parameter uji EG dan DEG secara GC-

MS sebanyak 1 sampel dengan hasil uji 100% Memenuhi Syarat (MS) dan uji 

Efedrin HCl dan Pseudoefedrin HCl secara LC MS/MS sebanyak 4 sampel 

dengan hasil uji 100% Memenuhi Syarat (MS). 

Pada tahun 2023, Balai POM di Manokwari juga melakukan pengujian kimia 

terhadap sampel pihak ketiga sebanyak 1 sampel yang berasal dari mahasiswa. 

 
 

 

 

 

 

 

              Gambar 3.16 Pengujian rutin secara kimia produk Obat Tradisional 
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Gambar 3.17 Diagram Persentase Sampling Produk Obat Tradisional tahun 2023 

 
Gambar 3.18 Diagram Persentase Pengujian Produk Obat Tradisional tahun 2023 

 

D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN 

KESEHATAN 

Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa sarana tersebut tidak mengedarkan produk suplemen kesehatan 

yang ilegal, rusak, kedaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya dan Tidak 

Memenuhi Ketentuan penandaan. 
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Gambar 3.19 Pengawasan rutin sarana distribusi 

Suplemen Kesehatan di Kabupaten Manokwari Tahun 2023 

 
Gambar 3.20 Grafik capaian pengawasan sarana distribusi  

Suplemen Kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2023 

1. Pengawasan oleh Balai POM di Manokwari 

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi 

Suplemen Kesehatan, sebanyak 6 sarana (100%) dari total 6 sarana yang diperiksa 

hasil pemeriksaan semua Memenuhi Ketentuan. Sarana dikategorikan Tidak 

Memenuhi Ketentuan apabila memajang, menjual atau mendistribusikan produk 

suplemen Kesehatan yang tidak memiliki Nomor Iizin edar, kedaluwarsa dan rusak. 

Sedangkan untuk sarana yg tidak ditemukan produk illegal (tanpa ijin edar), produk 

rusak dan kedaluwarsa dikategorikan sarana tersebut Memenuhi Ketentuan. Data 

lengkap dapat lihat pada Lampiran 7B. 

 

 

0

2

4

6

Jumlah Sarana Memenuhi
Ketentuan

Tidak Memenuhi
Ketentuan

6 6

0

Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan
di Provinsi Papua Barat Tahun 2023



  

65 
 

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Tindak lanjut terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan diberikan 

pembinaan. 

 

3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 

Selama tahun 2023 Balai POM di Manokwari telah melakukan sampling 

produk Suplemen Kesehatan sebanyak 28 sampel yang terdiri dari 8 sampel 

targeted dan 20 sampel acak (random) dengan rincian sebagai berikut: 

a. 28 sampel (100,00%) Memenuhi Syarat (MS) dari hasil pengujian 

b. 1 sampel (3,57%) Tidak Memenuhi Ketentuan Label (TMK) 

Jumlah sampel produk Suplemen Kesehatan yang disampling Balai POM di 

Manokwari dan dilakukan pengujian pada tahun 2023 sebanyak 28 sampel dengan 

hasil uji kimia maupun mikrobiologi adalah 100% Memenuhi Syarat (MS). Untuk 

rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 1.A. 

Pengujian produk Suplemen Kesehatan yang dilakukan di Balai POM di 

Manokwari meliputi seluruh pengujian dasar dengan Parameter Uji Kritis (PUK) 

sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023 (dapat dilihat pada Lampiran Tabel 

2C). 

 

Gambar 3.21 Pengujian rutin secara kimia produk Suplemen Kesehatan 
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Gambar 3.22 Diagram Persentase Sampling Produk Suplemen Kesehatan tahun 

2023 

 
Gambar 3.23 Diagram Persentase Pengujian Produk  

Suplemen Kesehatan tahun 2023 

 

E. SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT KUASI 

Selama tahun 2023 Balai POM di Manokwari telah melakukan sampling produk 

Kuasi sebanyak 8 sampel yang terdiri dari 2 sampel targeted dan 6 sampel acak 

(random) dengan rincian sebagai berikut: 

1) 8 sampel (100,00%) Memenuhi Syarat (MS) dari hasil pengujian 

2) 0 sampel (0,00%) Tidak Memenuhi Ketentuan Label (TMK) 

Jumlah sampel produk Kuasi yang disampling Balai POM di Manokwari 

dilakukan pengujian pada tahun 2023 sebanyak 8 sampel dengan hasil uji kimia maupun 
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mikrobiologi adalah 100% Memenuhi Syarat (MS). Untuk rinciannya dapat dilihat pada 

Lampiran 2D. 

Pengujian produk Kuasi yang dilakukan di Balai POM di Manokwari meliputi 

seluruh pengujian dasar dengan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan Pedoman 

Sampling tahun 2023. 

 
Gambar 3.24 Pengujian rutin secara kimia produk Obat Kuasi 

 
Gambar 3.25 Diagram Persentase Sampling Produk Obat Kuasi tahun 2023 

  
Gambar 3.26 Diagram Persentase Pengujian Produk Obat Kuasi tahun 2023 
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F. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN KEMANFAATAN KOSMETIK 

Pengawasan sarana distribusi kosmetik dilakukan dalam rangka memastikan 

bahwa sarana tersebut tidak mengedarkan produk kosmetik yang ilegal, rusak, 

kedaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya dan Tidak Memenuhi Ketentuan 

penandaan. 

 
Gambar 3.27 Pengawasan rutin sarana distribusi Kosmetik  

di Kabupaten Manokwari Tahun 2023 

 

 
Gambar 3.28 Grafik capaian pengawasan sarana distribusi Kosmetik  

di Provinsi Papua Barat tahun 2023 

1. Pengawasan oleh Balai POM di Manokwari 

Sarana distribusi kosmetik yang diperiksa sebanyak 116 sarana (52,49%) dari 

total 221 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan 56 sarana (48,28%) Memenuhi 

Ketentuan, sedangkan 60 sarana (51,72%) Tidak Memenuhi Ketentuan, antara lain 

ditemukan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan kedaluwarsa. Sarana dikategorikan 
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Memenuhi ketentuan apabila tidak terdapat produk illegal (Tanpa Ijin Edar), rusak 

atau kedaluwarsa.  

 

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Terhadap sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan diberikan tindak lanjut 

berupa pembinaan dan terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan diberikan 

tindak lanjut hasil pengawasan berupa Surat Peringatan atau Surat Peringatan 

Keras dan ditembuskan ke Direktur Pengawasan Kosmetik, Sekertaris Daerah 

Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. 

 

3. Sampling dan Pengujian Kosmetik 

Selama tahun 2023 Balai POM di Manokwari telah melakukan sampling produk 

Kosmetik sebanyak 212 sampel yang terdiri dari 64 sampel targeted dan 148 sampel 

acak (random) dengan rincian sebagai berikut: 

a. 211 sampel (100,00%) dari total 211 sampel yang masuk ke laboratorium 

Memenuhi Syarat (MS) 

b. 16 sampel (7,62%) dari 210 sampel yang dievaluasi penandaan Tidak 

Memenuhi Ketentuan Label (TMK) 

c. 1 sampel (0,04%) Tanpa Izin Edar (TIE) 

Selain dari sampel rutin, pada tahun 2023 Laboratorium Kosmetik Balai POM di 

Manokwari juga merupakan salah satu Balai Penguji Sampel Regionalisasi dengan 

katergori klaim tabir surya dan day cream. Jumlah sampel produk Kosmetik yang 

diterima oleh Laboratorium Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 sebanyak 

335 sampel dengan rincian sebagai berikut: 

a. Balai POM di Manokwari sebanyak 212 sampel dengan hasil uji 211 sampel 

(99,53%) Memenuhi Ketentuan (MS) dan 1 sampel tidak dilakukan pengujian 

dikarenakan sampel tersebut Tanpa Ijin Edar. 

b. Loka POM di Sorong sebanyak 66 sampel dengan hasil uji seluruh sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). 

c. Balai Besar POM di Jayapura sebanyak 18 sampel dengan hasil uji seluruh 

sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

d. Balai POM di Kendari sebanyak 9 sampel dengan hasil uji seluruh sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). 

e. Balai Besar POM di Makassar sebanyak 18 sampel dengan hasil uji seluruh 

sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 
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f. Balai POM di Mamuju sebanyak 5 sampel dengan hasil uji seluruh sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). 

g. Loka POM di Bau bau sebanyak 2 sampel dengan hasil uji seluruh sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). 

h. Loka POM di Palopo sebanyak 4 sampel dengan hasil uji seluruh sampel (100%) 

Memenuhi Syarat (MS).  

i. Loka POM di Mimika sebanyak 1 sampel dengan hasil uji seluruh sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). Untuk rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 1.A dan 1.D. 

Pengujian produk Kosmetik yang dilakukan di Balai POM di Manokwari meliputi 

seluruh pengujian dasar dengan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan 

Pedoman Sampling Tahun 2023 (dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2E), 

sementara untuk parameter uji dengan pengujian spesifik dikirimkan ke Balai 

Spesifik yaitu Balai POM di Kendari untuk parameter uji DNA Porcine sebanyak 1 

sampel dengan hasil uji Memenuhi Syarat (MS).  

Pada tahun 2023, Balai POM di Manokwari juga melakukan pengujian kimia 

terhadap sampel kasus sebanyak 20 sampel kosmetik (7 sampel berasal dari Balai 

POM di Manokwari dan 13 sampel berasal dari Loka POM di Kabupaten Sorong) 

dengan hasil uji 11 sampel (55%) Memenuhi Syarat (MS) dan 9 sampel (45%) Tidak 

Memenuhi Syarat. 

 
Gambar 3.29 Pengujian rutin secara kimia produk Kosmetika 
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Gambar 3.30 Diagram Persentase Sampling Rutin Produk Kosmetik tahun 2023 

 

 
Gambar 3.31 Diagram Persentase Pengujian Sampel Regionalisasi Kosmetik  

tahun 2023 

 

G. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN 

PANGAN 

1. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

a. Pengawasan Sarana Produksi Pangan (MD) 

 
Gambar 3.32 Grafik capaian pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan  

dengan registrasi MD 
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Dalam rangka memastikan sarana produksi pangan telah menerapkan 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Balai POM di Manokwari 

telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan yang memiliki 

registrasi MD sebanyak 29 sarana (70,73%) dari total 41 sarana MD dengan 

hasil sebagai berikut: 

1) Memenuhi Ketentuan (MK)               : 15 sarana (51,72%) 

2) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)   : 14 sarana (48,28%) 

Dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) apabila sarana memperoleh nilai A 

atau B. Sedangkan sarana yang memperoleh nilai C atau D masuk kategori 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pemeriksaan sarana produksi pangan 

olahan MD dilakukan menggunakan form 68. Pada sarana yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) ditemukan pelanggaran terkait dengan penerapan 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang tidak dilaksanakan secara 

konsisten antara lain : 

1) Tidak dilakukan pengujian terhadap air baku secara periodik (mutu air baku 

tidak terjamin) 

2) Tidak dilakukan pengendalian untuk mencegah serangga dan binatang 

pengganggu lainnya di lingkungan pabrik 

3) Tidak terdapat fasilitas atau usaha lain untuk mencegah binatang atau 

serangga masuk kedalam pabrik (kisi-kisi, kasa penutup lubang angin, tirai 

udara-air curtain, tirai plastik atau tirai air-water curtain) 

4) Tidak terdapat peringatan agar karyawan mencuci tangan setelah 

menggunakan toilet 

5) Peralatan toilet tidak lengkap, tidak terdapat pengering/tisu dan sabun 

pencuci tangan. 

6) Tidak dilakukan pemeliharaan bangunan 

7) Dokumen mutu yang tidak lengkap. 

Untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) diberikan Tindak Lanjut 

berupa Peringatan / Peringatan Keras kepada sarana dengan tembusan kepada 

Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan. 
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b. Pengawasan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

 

 
Gambar 3.33 Grafik capaian pengawasan sarana produksi pangan olahan 

dengan registrasi IRTP 

Jumlah sarana produksi pangan olahan skala Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) di wilayah kerja Balai POM di Manokwari yang sudah diperiksa 

sebanyak 21 sarana (3,99%) dari total 526 sarana. Dengan hasil pemeriksaan 

sebagai berikut: 

1) Memenuhi Ketentuan (MK)               : 11 sarana (52,38%) 

2) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)   : 10 sarana (47,62%) 

Dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) apabila sarana memperoleh nilai 

Level I atau Level II. Sedangkan sarana yang memperoleh nilai Level III atau 

Level IV masuk kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pemeriksaan 

sarana produksi pangan olahan IRTP dilakukan menggunakan form sesuai 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 

nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.Temuan hasil pengawasan 

sarana produksi industri rumah tangga pangan oleh Balai POM di Manokwari 

yaitu terdapat inkonsistensi pelaksanaan Cara Produksi Pangan Oahan yang 

Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan antara lain : 

1) Penerapan sanitasi hygiene karyawan yang kurang baik seperti tidak 

menggunakan pakaian lengkap saat proses produksi dan karyawan 

menggunakan aksesoris pada saat produksi.  
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2) Terdapat juga temuan terkait sanitasi dan hygiene bangunan serta peralatan 

yaitu peralatan produksi dan ruangan produksi dalam keadaan kotor dan 

tidak terawat 

3) Tidak tersedia tempat sampah bertutup 

4) Tidak tersedia pest-control yang memadai, lingkungan di sekitar pabrik kotor 

dan tidak terawat.  

5) Terdapat temuan pelabelan produk yang tidak lengkap yaitu tidak 

mencantumkan nomor bets. 

Untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) diberikan Tindak Lanjut 

berupa Peringatan / Peringatan Keras kepada sarana dengan tembusan kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 

 

2. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan 

Pengawasan sarana distribusi pangan dilakukan dalam rangka memastikan 

bahwa sarana tersebut telah menerapkan cara peredaran pangan olahan yang baik 

dan tidak mengedarkan produk pangan yang ilegal, rusak, kedaluwarsa dan Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan. 

Gambar 3.34 Grafik capaian pengawasan sarana distribusi pangan 

Pada tahun 2023 sarana distribusi pangan yang telah diperiksa sebanyak 

224 sarana (8,04%) dari total 2785 sarana dengan hasil sebagai berikut: 

a. Memenuhi Ketentuan (MK)               : 124 sarana (55,35%) 

b. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)   : 100 sarana (44,65%) 

Pemeriksaan sarana distribusi pangan menggunakan form 33. 

Dikategorikan Memenuhi Ketentuan (MK) apabila sarana memperoleh nilai A atau 
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B Sedangkan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila sarana memperoleh nilai 

C Temuan hasil pengawasan sarana distribusi pangan oleh Balai POM di 

Manokwari antara lain : 

a. Ditemukan memajang untuk dijual pangan yang rusak  

b. Ditemukan memajang untuk dijual pangan kedaluwarsa 

c. Tidak ada pest control 

d. Sarana penyimpanan yang tidak hygiene 

Untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) diberikan Tindak 

lanjut hasil pengawasan berupa surat peringatan dan peringatan keras ke sarana 

dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, 

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.  

 

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Pada tahun 2023, jumlah rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan obat 

dan makanan yang diberikan oleh Balai POM di Manokwari kepada pelaku usaha 

sebanyak 444 dan sebanyak 305 (68,69%) telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. 

Sedangkan sebanyak 415 rekomendasi tindak lanjut telah diberikan kepada instansi 

terkait dan sebanyak 151 (36,39%) telah ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan. Cukup baiknya feedback antara lain disebabkan oleh masih tingginya 

kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan dan melaporkan perbaikan 

serta kerjasama yang baik antara Balai POM di Manokwari dan pemangku 

kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Data lengkap 

dapat lihat pada Lampiran 8. 

 

4. Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Pangan Fortifikasi 

Selama tahun 2023 Balai POM di Manokwari telah melakukan sampling 

produk Pangan sebanyak 129 sampel yang terdiri dari 49 sampel targetted dan 80 

sampel acak (random) dengan rincian sebagai berikut: 

a. 110 sampel (85,27%) Memenuhi Syarat (MS) 

b. 10 sampel (7,75%) Tidak Memenuhi Syarat Pengujian (TMS) 

c. 12 sampel (10%) Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan (TMK) 

 

Jumlah sampel produk Pangan yang diterima oleh Laboratorium Balai POM 

di Manokwari pada tahun 2023 yang berasal dari Balai POM di Manokwari sebanyak 

129 sampel dengan rincian hasil pengujian sebagai berikut: 
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a. 119 sampel (92,25%) Memenuhi Syarat (MS) Pengujian 

b. 2 sampel (1,55%) Tidak Memenuhi Syarat Pengujian Kimia (TMS) 

c. 8 sampel (6,20%) Tidak Memenuhi Syarat Pengujian Mikrobilogi (TMS)  

 

Pengujian produk Pangan yang dilakukan di Balai POM di Manokwari 

meliputi seluruh pengujian dasar dengan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan 

Pedoman Sampling tahun 2023 (dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2F), sementara 

untuk parameter uji dengan pengujian spesifik dikirimkan ke Balai Spesifik antara 

lain : 

a. POM di Kendari untuk pengujian: 

1) Penetapan Kadar Metil Furfural (HMF) secara KCKT sebanyak 2 sampel 

dengan hasil uji 1 sampel (50%) Memenuhi Syarat (MS), dan 1 sampel 

(50%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

2) Penetapan Kadar 3-MCPD secara GC-MS sebanyak 3 sampel, dengan hasil 

uji 2 sampel (66,67%) Memenuhi Syarat (MS), dan 1 sampel (33,33%) Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS). 

3) Penetapan Kadar 2-Cloroethanol secara GC-MS sebanyak 5 sampel, 

dengan hasil uji 5 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS), dan 0 sampel 

(0%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

4) Penetapan Kadar Okratoksin A secara KCKT, sebanyak 2 sampel, dengan 

hasil uji 2 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS), dan 0 sampel (0%) Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS). 

 

b. Balai Besar POM di Makassar untuk pengujian: 

1) Penetapan Kadar Cemaran Logam Berat secara ICP MS sebanyak 8 sampel 

dengan hasil uji 8 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS), dan 0 sampel 

(0%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  

2) Pengujian Air Minum Dalam Kemasan sebanyak 3 sampel dengan hasil uji 

3 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

3) Pengujian Air Minum Isi Ulang sebanyak 3 sampel dengan hasil uji 3 sampel 

(100%) Memenuhi Syarat (MS). 

4) Pengujian Air Baku Air Minum Isi Ulang sebanyak 2 sampel dengan hasil uji 

2 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS) terhadap parameter uji deterjen. 
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c. Balai Besar POM di Jayapura untuk pengujian: 

1) Penetapan Kadar Sianida secara Argentometri sebanyak 2 sampel dengan 

hasil uji 2 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

2) Penetapan Kadar Asetaldehid pada kemasan PET secara GC MS sebanyak 

3 sampel dengan hasil uji 3 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

3) Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol GC MS sebanyak 2 sampel 

dengan hasil uji 2 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

4) Penetapan Kadar Glikosida Steviol secara KCKT sebanyak 1 sampel 

dengan hasil uji 1 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS). 

 

Jumlah sampel produk Pangan Fortifikasi yang disampling dan diuji oleh 

Balai POM di Manokwari pada tahun 2023 sebanyak 70 sampel dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) 66 sampel (94,29%) Memenuhi Syarat. 

b) 4 sampel (5,71%) Tidak Memenuhi Syarat Pengujian Kimia (TMS) terhadap 

parameter uji Penetapan Kadar Air. 

 

Pada tahun 2023, Balai POM di Manokwari juga melakukan pengujian kimia 

dan mikrobiologi terhadap sampel pihak ketiga yang berasal dari Polresta 

Manokwari, Polres Fakfak, Polres Teluk Bintuni, Pelaku Usaha dan Masyarakat 

dengan total sampel Pangan sebanyak 177 sampel, dengan 123 sampel (69,49%) 

Memenuhi Syarat (MS) dan 54 sampel (30,51%) Tidak Memenuhi Syarat.  

 

 

Gambar 3.35 Pengujian rutin secara kimia produk Pangan 
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Gambar 3.36 Diagram Persentase Sampling Produk Pangan tahun 2023 

 
Gambar 3.37 Diagram Persentase Pengujian Produk Pangan tahun 2023 

 
Gambar 3.38 Diagram Persentase Sampling dan Pengujian Produk Pangan  
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Gambar 3.39 Pengujian rutin secara kimia produk Pangan Fortifikasi 

5. Data Kasus Keracunan di Provinsi Papua Barat 

Jumlah kasus keracunan selama tahun 2023 sebanyak 24 kasus, antara 

lain disebabkan oleh obat sebanyak 2 kasus dan pangan sebanyak 22 kasus. Kasus 

keracunan terbanyak dilaporkan di Kabupaten Raja Ampat. Data kasus keracunan 

tersebut diperoleh dari Puskesmas dan Rumah Sakit pada masing-masing 

kabupaten di Provinsi Papua Barat. Secara detail data kasus keracunan di Provinsi 

Papua Barat dapat dilihat pada Lampiran 19C. 

 

H. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI 

OBAT DAN MAKANAN 

Pada tahun 2023, Balai POM di Manokwari telah melakukan pendampingan 

terhadap sarana Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memproduksi obat dan makanan 

dengan rincian 10 sarana UMK pangan olahan, 1 sarana UMK obat tradisional dan 2 

sarana UMK kosmetik. Sebanyak 7 sarana UMK pangan olahan telah mendapatkan 

Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan 

memperoleh 32 Nomor izin Edar. 

Adapun 1 sarana UMK obat tradisional telah memperoleh Sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik tahap 1. Pendampingan akan tetap dilanjutkan 

pada tahun berikutnya sehingga semua sarana UMK Obat Tradisional dapat 

memperoleh Nomor Izin Edar. 

Sebanyak 1 sarana UMK kosmetik telah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan 

Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan 1 Sarana UMK kosmetik telah 

mendapatkan 2 Nomor Izin Edar (Notifikasi Kosmetik).  
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I. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL 

1. Pemantauan Iklan 

Pemantauan/pengawasan iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, Pangan, Kosmetika, dan Rokok dilaksanakan dengan mengevaluasi 

tayangan iklan melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang serta leaflet/ 

brosur. Jumlah iklan yang dipantau pada tahun 2023 sebanyak 993 iklan yang terdiri 

dari : 

a. Media cetak sebanyak 29 iklan 

b. Media elektronik sebanyak 361 iklan 

c. Media luar ruang sebanyak 344 iklan 

d. Media brosur sebanyak 0 iklan 

e. Media digital sebanyak 252 iklan 

f. Media teknologi sebanyak 7 iklan 

Hasil pengawasan iklan menunjukkan sebanyak 614 (61,83%) Memenuhi 

Ketentuan dan sebanyak 379 iklan (38,17%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang 

Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan antara lain karena iklan dengan klaim yang 

berlebihan, mencantumkan kata yang dilarang, tidak mencantumkan peringatan dan 

perhatian serta iklan ditempatkan memotong bahu jalan. Hasil pengawasan tersebut 

dilaporkan setiap bulan ke Badan POM dan ditindaklanjuti berupa penghentian 

penayangan iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan tersebut. Data selengkapnya 

disajikan pada Lampiran 10. 

 

2. Pemantauan Label 

Pemantauan/pengawasan label Obat, Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, Pangan, Kosmetika, dan Rokok dilaksanakan dengan mengevaluasi 

sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Pangan, Kosmetika, dan 

Rokok yang telah diambil selama tahun 2023. Jumlah sampel yang telah dilakukan 

pengawasan label yaitu sebanyak 723 produk. 

Hasil pengawasan label menunjukkan sebanyak 637 (88,11%) Memenuhi 

Ketentuan dan sebanyak 86 (11,89%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Label yang 

Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan antara lain karena ada ketidaksesuaian 

antara label yang beredar dan label yang telah disetujui dan ada pencantuman logo 

yang tidak lengkap. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 11. 
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J. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 

Pelaksanaan kegiatan penindakan dilakukan sebagai salah satu upaya 

melindungi masyarakat dari peredaran Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen 

Kesehatan dan Pangan yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk itu, Balai POM di 

Manokwari mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Fungsi Penindakan 

menyelenggarakan kegiatan antara lain pelaksanaan intelijen dan penyidikan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, Penindakan juga melaksanakan tugas 

pemetaan rawan kasus yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan cegah 

tangkal serta melaksanakan pengawasan siber obat dan makanan. 

Penindakan dimulai dengan diperolehnya informasi yang berasal dari 

laporan/pengaduan masyarakat melalui fungsi Informasi dan Komunikasi Balai POM di 

Manokwari, hasil inspeksi dari fungsi Pemeriksaan Balai POM di Manokwari, surat atau 

informasi dari Badan POM Pusat, atau observasi terhadap sarana/tempat kejadian 

perkara mengenai dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana. Informasi tersebut 

merupakan dugaan adanya peristiwa tindak pidana di bidang produk obat, bahan obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan. 

Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, dilakukan pengumpulan bahan 

keterangan, verifikasi informasi, dan rencana investigasi, serta pelaksanaan 

pendalaman informasi dalam kegiatan operasi intelijen untuk memastikan kebenaran 

informasi dan memastikan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi, sebagai dasar 

tindaklanjut dengan Pro Justitia. 

 

1. Data Rawan Kasus 

Balai POM di Manokwari mempunyai wilayah cakupan pengawasan 

sebanyak 8 Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Penyusunan data rawan kasus 

dilakukan setiap 3 bulan (triwulan) dan diinput ke dalam website 

penindakan.pom.go.id. Pada tahun 2023, terdapat data rawan kasus sebanyak 100 

(seratus) yang sudah diinput oleh petugas pada website penindakan.pom.go.id. 

 

2. Hasil Operasi Intelijen 

Sesuai dengan kewenangannya, Balai POM di Manokwari melakukan 

kegiatan operasi intelijen antara lain dengan cara pengumpulan bahan keterangan, 

verifikasi informasi, dan rencana intelijen, serta pelaksanaan pendalaman informasi 
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terhadap dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, memperhatikan 

informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil inspeksi dari kelompok 

substansi Pemeriksaan Balai POM di Manokwari, pengaduan masyarakat melalui 

substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Manokwari, maupun berdasarkan 

surat atau informasi dari Badan POM RI.  

Kegiatan tersebut selama tahun 2023 dilakukan oleh Balai POM di 

Manokwari terhadap 31 sarana Obat dan Makanan di cakupan pengawasan 8 

Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dari 31 sarana tersebut ditemukan sarana yang 

melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan yang terdiri dari: 

a. Obat tanpa izin edar sebanyak 1 kasus  

b. Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 24 kasus 

c. Pangan tanpa izin edar sebanyak 1 kasus 

d.  Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 5 kasus 

Pada operasi intelijen dilakukan pembelian sampel produk, dimaksudkan 

untuk memastikan adanya unsur tindak pidana terkait izin edar suatu produk dan 

dilakukan dengan cara pemeriksaan penandaan.  

 

Gambar 3.40 Grafik Capaian Operasi Intelejen Balai POM di Manokwari 

3. Penyidikan 

Dari 31 (tiga puluh satu) sarana yang terindikasi melakukan pelanggaran di 

bidang obat dan makanan, yang ditindaklanjuti sampai pada tahap pro justitia 

adalah sebanyak 2 (dua) kasus, dengan rincian sebagai berikut : 

1) Satu perkara terkait tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan 

farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dengan tersangka (JM) dan (AN). 

Modus peredaran kosmetik tanpa izin edar tersebut dilakukan secara Online 

dan Offline. Locus delictie berada di Kabupaten Fakfak. Jumlah nilai ekonomis 

barang bukti yang berhasil disita sejumlah Rp. 4.243.000.- Adapun putusan 
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pengadilan berdasarkan kutipan putusan nomor Nomor 48/PID.SUS/ 2023/PT 

MNK adalah sanksi pidana berupa penjara 4 (empat) bulan untuk tersangka 1 

dan penjara 6 (enam) bulan untuk tersangka 2 serta denda masing-masing 

sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 15 (lima 

belas) hari, tanggal putusan 23 Oktober 2023. 

 
Gambar 3.41 Pelaksanaan Tahap II Perkara Kosmetik TIE Tsk a.n. JM dan AN 

2) Satu perkara sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan 

mengedarkan sediaan farmasi yakni obat yang tidak memiliki izin edar (TIE) 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana dengan tersangka 

(AA). Locus delictie berada di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. 

Jumlah barang bukti yang berhasil disita sejumlah Rp. 1.500.000,-.  Adapun 

putusan pengadilan berdasarkan kutipan putusan nomor Nomor 

87/Pid.Sus/23/PN Mnk adalah sanksi pidana berupa penjara 1 (satu) tahun  dan  

denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan, 

tanggal putusan 11 Juli 2023. 

 
Gambar 3.42 Pelaksanaan Tahap II Perkara OOT dengan Tsk a.n. A 
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K. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN 

Badan POM menerapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terpadu 

(SISPOM), yang melibatkan tiga pilar dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-

beda. Tiga pilar tersebut adalah pemerintah, produsen, dan konsumen/masyarakat. 

Masing-masing pilar terutama pelaku usaha dan konsumen harus diberdayakan melalui 

peningkatan pengetahuan dan pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai POM di 

Manokwari telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan pelaku usaha dan 

konsumen, meliputi: 

1. Penyebaran Informasi dalam bentuk penyuluhan langsung dan melalui media 

promosi berupa selebaran, SMS Blast, leaflet, stiker, kaos, gantungan kunci, 

poster, gimmick 

2. Publikasi kegiatan dan layanan publik Balai POM di Manokwari di media cetak dan 

media sosial 

3. Melaksanakan kegiatan pameran 

4. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) 

5. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) 

6. Program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) 

7. Perkuatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai POM di 

Manokwari bekerja sama dengan berbagai lintas sektor antara lain Polda Papua Barat, 

Ombudsman Papua Barat, BNNP Papua Barat, Bea Cukai Manokwari, Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua, Bappeda Papua Barat, DPM PTSP Papua Barat, Dinas 

Ketahanan Pangan Papua Barat, Kanwil Kemenag Papua Barat, Dinas PMK Papua 

Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Disperindag & UKM Kabupaten 

Manokwari, DPM PTS Kabupaten Manokwari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Manokwari, Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, Dinas Pertanian Kabupaten 

Manokwari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bea Cukai Kabupaten 

Manokwari, Kejaksaan Tinggi, MUI Papua Barat, UNIPA Manokwari, STIH Manokwari, 

Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Aspadin Kabupaten Manokwari, Dekranasda 

Manokwari, Aisyiyah Provinsi Papua Barat, Muslimat NU Papua Barat, Ikaswara 

Kabupaten Manokwari, PC IAI Kabupaten Manokwari dan berbagai media. 
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Gambar 3.43 Kegiatan Intensifikasi pengawasan jajanan untuk berbuka puasa 

 
Dalam rangka melindungi masyarakat selama bulan Ramadhan, Balai POM di 

Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan jajanan untuk berbuka puasa 

(takjil ramadhan) di pusat jajanan takjil Kompleks Marina, Jalan Jendral Sudirman dan 

Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari.  

Turut hadir dalam kegiatan ini, mitra dari Balai POM di Manokwari yakni dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten, IAI Manokwari, Polresta Manokwari serta anggota SAKA 

POM. Anggota SAKA POM juga turut dalam melakukan sampling takjil dan melakukan 

pengujian cepat dengan rapid test.  

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan bagi masyarakat terkait obat dan makanan. Pelayanan publik meliputi 

layanan informasi, layanan konsultasi dan pengujian sampel. 

 
Gambar 3.44 Pegawai BPOM Manokwari sedang memberikan konsultasi 

2. Pengujian Sampel Pihak Ketiga 

Pelayanan pengujian sampel pihak ketiga merupakan salah satu prioritas 

Balai POM di Manokwari. Sampel pihak ketiga sebanyak 118 sampel yang terdiri 
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dari 100 sampel NAPPZA, 5 sampel pangan, 8 sampel miras dan 5 sampel 

mikrobiologi dan seluruh sampel tersebut diuji sesuai dengan timeline.  

 

Gambar 3.45 Diagram Komposisi Komoditas Pengujian Sampel Pihak Ketiga 

 
Gambar 3.46 Penerimaan sampel pihak ketiga 

3. Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen 

Layanan informasi meliputi permintaan informasi dari masyarakat, 

pemerintah dan pelaku usaha yang sudah ditangani oleh Balai POM di Manokwari 

melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Permintaan tersebut melalui 

media sosial, tatap muka langsung, telepon, whatsapp, dan kotak saran terkait 

informasi keamanan, kemanfaatan dan mutu serta aspek legalitas dari produk obat 

dan makanan dengan jumlah 189 layanan dimana layanan yang diselesaikan sesuai 

Service Level Agreement (SLA) sebesar 100%.  
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Penerimaan layanan pengaduan yang berkaitan dengan produk obat dan 

makanan yang Tidak Memenuhi Syarat, ilegal, dan/atau salah penggunaanya yang 

dapat merugikan kesehatan sebanyak 2 pengaduan di tahun 2023 dan semua 

diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA) sebesar 100%. 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai POM di Manokwari tahun 

2023 adalah 99,26 dengan predikat kategori A (Sangat Baik). Hal ini masih 

mempertahankan predikat kategori A. Beberapa upaya dilakukan agar pelayanan 

sesuai timeline dan memenuhi harapan pelanggan dengan cara memaksimalkan 

pelayanan publik melalui daring dan luring. Kegiatan daring dimaksimalkan melalui 

media sosial Balai POM di Manokwari Instagram, Saluran Call Center Pengaduan, 

Whatsapp, Facebook dan Twitter. Kegiatan luring dilaksanakan secara langsung, 

menetapkan petugas secara bergantian front office. 

 

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Balai POM di Manokwari melakukan KIE tahun 2023 baik secara daring 

maupun secara luring berupa pameran, KIE langsung dan optimalisasi KIE melalui 

media sosial, SMS Blast. Jumlah KIE yang dilakukan secara langsung baik daring 

maupun luring sebanyak 16 kegiatan di tahun 2023, KIE media sosial sebanyak 

1625 kegiatan/ konten dan KIE media elektronik dan 1 kegiatan berupa pameran. 

Gambar 3.47 Grafik Capaian Jumlah Kegiatan KIE Tahun 2023 
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Gambar 3.48 Kegiatan KIE melalui Pameran 

5. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) 

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Banyaknya permasalahan 

keamanan pangan yang terjadi di masyarakat menginisiasi program keamanan 

pangan desa. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi untuk 

meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta 

memperkuat ekonomi desa. Dari 52 kelurahan dan 1.742 desa di Provinsi Papua 

Barat, bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

ditetapkan 5 kelurahan untuk diintervensi melalui program GKPD, yaitu Kelurahan 

Klamana Distrik Sorong Timur, Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi dan 

Kelurahan Malaingkedi Distrik Malaimsimsa di Kota Sorong, Kelurahan Dulan 

Pokpok Distrik Pariwari dan Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak untuk di 

Kabupaten Fakfak. Untuk kelima kelurahan tersebut merupakan desa stunting.  

  

 
Gambar 3.49 Advokasi Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan  

di Kabupaten Fakfak 

Pelaksanaan GKPD diawali dengan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas 

Sektor terkait pentingnya peran aktif lintas sektor, melalui advokasi ini diharapkan 
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pemerintah daerah dan perangkat desa memiliki komitmen yang baik terhadap 

pentingnya keamanan pangan dalam rangka melindungi komunitas desa dari 

pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain itu, desa memiliki kemandirian 

untuk melaksanakan keamanan pangan desa. Tahapan berikutnya yaitu 

Pengambilan Data Survei Pre dan Post Intervensi, Pelatihan Kader Keamanan 

Pangan merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang 

keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut 

dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan 

pangan. 

  
Gambar 3.50 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Kelurahan 

Malawei, Klamana dan Malaingkedi di Kota Sorong 
 

Selanjutnya Bimbingan Teknis Komunitas, bimtek komunitas ini untuk 

membekali komunitas masyarakat desa dengan pengetahuan mengenai keamanan 

pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas tersebut dapat 

mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya. Berikutnya Fasilitasi 

Keamanan Pangan serta Monitoring dan Evaluasi Desa. 

  
Gambar 3.51 Bimbingan Teknis Komunitas di Kelurahan Fakfak Utara dan 

Kelurahan Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak 
 

6. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) 

Program pasar pangan aman berbasis komunitas dimaksudkan agar 

produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Program ini telah 

dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2015, dan pada tahun 2023 
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berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO) 

serta Pemerintah Daerah maka ditetapkan Pasar Rufei Kota Sorong dan Pasar 

Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak untuk diintervensi. 

  
Gambar 3.52 Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator di  

Pasar Rufei Kota Sorong 

Kegiatan diawali dengan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor 

terkait pentingnya peran aktif lintas sektor terhadap penyalahgunaan bahan 

berbahaya di dalam pangan, Balai POM di Manokwari selaku Unit Pelaksana Teknis 

BPOM di daerah diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi 

untuk menggalang komitmen Pemerintah Daerah, Swasta, dan Perguruan Tinggi  di 

tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota tentang pentingnya berbagi 

tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan  pada setiap titik rantai 

pangan sesuai dengan perannya.  Sehingga diperlukan kerjasama terpadu terhadap 

program Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas baik dalam bentuk kebijakan dan 

penganggaran, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 

  
 

Gambar 3.53 Penyuluhan Pedagang Pasar & Kampanye di Pasar Dulan Pokpok 
Kabupaten Fakfak 

 
Bimtek Petugas Pasar Aman Bahan Berbahaya yaitu memberdayakan 

komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar 

secara mandiri kepada pengelola pasar (anggota IKAPPI dan APPSI) atau dinas 

yang membawahi pasar agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat 
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dikendalikan termasuk cara pengujian dan pelaporan hasil uji dari sampel yang telah 

disampling, penyuluhan kepada Komunitas Pasar, kampanye Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas dan diakhiri dengan Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas berupa pengujian sampel pasar yang diduga 

mengandung bahan berbahaya. 

 
Gambar 3.54 Pengujian sampel pasar dalam rangka program pasar pangan aman 

bebasis komunitas di Pasar Rufei Kota Sorong 

Keberhasilan program ini dievaluasi melalui sampling dan pengujian 100 

sampel pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya terdiri dari pengujian 

kimia (Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanyl Yellow) dan pengujian mikrobiologi 

(E.coli dan Coliform) dan keseluruhan sampel Memenuhi Syarat (MS). Dengan 

demikian Pasar Rufei dan Pasar Dulan Pokpok dinyatakan aman dari bahan 

berbahaya. 

 

7. Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) 

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah 

(PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan 

kualitas SDM generasi penerus bangsa. Intervensi PJAS ini merupakan aksi 

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam 

menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia 

Sekolah dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Intervensi PJAS dilakukan untuk 

membentuk Sekolah dengan PJAS aman. 

Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas 

sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang 

PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di 

sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan.  

Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan 

pangan di sekolah. 
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Pada tahun 2023 Intervensi Keamanan Pangan Jajanan yang dikonsumsi 

Anak Usia Sekolah (PJAS) dilakukan di Kota Sorong 3 Sekolah, dan Kabupaten 

Fakfak 5 sekolah. Total 8 sekolah yang yang di intervensi pada tahun 2023 di 

Provinsi Papua Barat. 

 
Gambar 3.55 Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah  

diikuti oleh beberapa sekolah di Kota Sorong 

Setelah dilakukan Advokasi, berikutnya yaitu Bimtek dan Sosialisasi 

Keamanan Pangan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, agar 

memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. 

Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader 

Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah 

dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-

masing. Selanjutnya pemberian paket edukasi keamanan pangan dimana dapat 

digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan 

sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah. Kemudian Monitoring 

pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah untuk memantau kiprah Kader 

Keamanan Pangan Sekolah tersebut. 

 
Gambar 3.56 Pemberian Paket Edukasi pada 5 Sekolah di Kabupaten Fakfak 
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8. Perkuatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 

Balai POM di Manokwari menjalin kerjasama, koordinasi dan kemitraan 

dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu 

produk obat dan makanan mengingat permasalahan ini sangat membutuhkan 

perhatian semua pihak, baik pengawasan langsung oleh Balai POM di Manokwari 

maupun Pemerintah Daerah setempat dan lintas sektor terkait untuk memperluas 

wilayah cakupan sampai ke kecamatan dan pedesaan. 

Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi 

terkait telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu: 

a. Kabupaten Manokwari, Februari - Mei 2023, Magang Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) Mahasiswa Biologi Universitas Papua sebanyak 7 orang. 

Magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja 

pada mahasiswa dalam mempratekkan ilmu yang diperoleh dibangku 

perkuliahan dengan waktu yang lebih panjang sehingga setiap anak 

mendapatkan kesempatan belajar di semua Laboratorium antara lain Obat 

Napzza, Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kuasi, Laboratorium 

Kosmetik, Laboratorium Pangan dan Air, Laboratorium Mikrobiologi).  

 
Gambar 3.57 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mahasiswa Jurusan  

Biologi Universitas Papua 

b. Kabupaten Manokwari, 07 Agustus 2023, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) tentang Obat dan Makanan kepada siswa Yayasan Pendidikan islam 

(YAPIS). Balai POM di Manokwari menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Obat dan Makanan kepada siswa-siswi 

serta guru dari SD Yapis 01, SD Yapis 02, SMP Yapis dan SMA Yapis.  

Bertindak sebagai Pembina upacara, Kepala Balai POM di Manokwari, 

Agustince Werimon, S. Farm., Apt. dalam amanatnya menyampaikan tentang 

Lima Kunci Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan mengingatkan 

kepada para pelajar agar menerapkannya. Dengan mengkonsumsi pangan 
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yang aman anak - anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. 

Kegiatan ini bertujuan agar pelajar mendapatkan informasi mengenai keamanan 

pangan, sehingga mereka bisa memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi. 

 
Gambar 3.58 KIE siswa YAPIS Manokwari 

c. Kabupaten Manokwari 30 Maret 2023, Intensifikasi pangan saat ramadhan 2023 

dan menjelang Idul Fitri 1444H. Balai POM di Manokwari melaksanakan sampling 

dan pengujian sederhana menggunakan test kit terhadap sampel pangan 

berbuka puasa atau takjil. 

    
Gambar 3.59 Petugas sedang melakukan pengujian takjil  

di daerah Kabupaten Manokwari 



  

95 
 

 
Gambar 3.60 Petugas sedang melakukan sampling takjil  

di Kabupaten Manokwari 

d. Kabupaten Manokwari, Balai POM di Manokwari melaksanakan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Obat dan Makanan serta FGD (Focus Group 

Discussion) Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik BPOM di Manokwari dan paparan terkait Profil dan Standar 

Pelayanan Publik BPOM Manokwari disampaikan oleh Kepala Balai POM 

Manokwari. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai POM di Manokwari, Musthofa 

Anwari, S.Si., Apt. serta dihadiri oleh lintas sektor. Selain FGD FKP juga 

dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kelompok Substansi 

Informasi dan Komunikasi (Infokom) BPOM Manokwari dengan memaparkan dua 

materi terkait ‘Kenali Obat, Cegah Penyalahgunaannya dan Stop Resistensi 

Antimikroba” serta “BPOM Mobile”. 

       
Gambar 3.61 KIE dan FGD dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik  

Balai POM di Manokwari 

e. Kaimana, 02 November 2023. Balai POM di Manokwari bekerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten Kaimana. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

antara Balai POM di Manokwari dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana 

dilaksanakan di ruang pertemuan Bupati Kaimana. Pada kesempatan tersebut, 

Kepala Balai POM di Manokwari Agustince Werimon, S.Farm., Apt. dan Bupati 

Kaimana Drs. Freddy Thie berkomitmen bersama dalam rangka melindungi  
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Masyarakat Kabupaten Kaimana untuk mendapatkan obat dan makanan yang 

aman dan bermutu.  

 
Gambar 3.62 Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 
Balai POM di Manokwari dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana 

f. Kabupaten Kaimana, 3 November 2023 Kelompok Substansi Informasi dan 

Komunikasi (INFOKOM) Balai POM Manokwari melakukan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Kampung Sisir Dua dan 

Kampung Murano yang berada di salah satu pulau terpencil di Kabupaten 

Kaimana. Kegiatan KIE ini bertujuan untuk mengenalkan tugas dan fungsi 

Badan POM serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan 

makanan yang aman dengan membagikan brosur, leaflet dan stiker terkait 

Keamanan Pangan. Kepala Balai POM di Manokwari, Agustince Werimon, 

S.Farm., Apt. saat memberikan KIE kepada anak-anak sekolah dasar dan 

masyarakat di Kampung Sisir Duda dan Murano, menekankan pentingnya 

mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengharapkan masyarakat menjadi 

konsumen yang cerdas dengan melakukan CEKKLIK (Cek Kemasan, Label, Izin 

Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli/mengkonsumsi suatu produk baik itu 

pangan olahan, obat, obat tradisional, suplemen kesehatan maupun kosmetik. 

 
Gambar 3.63 KIE kepada Masyarakat di Kampung Sisir Dua Kabupaten  

Kaimana 
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g. Kabupaten Fakfak, 23-24 November 2023, dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil 

Presiden RI di Provinsi Papua Barat, Tim Food Security Balai POM Manokwari 

bertugas dalam memastikan dan menjamin keamanan pangan yang akan 

dikonsumsi oleh Wakil Presiden. Kunjungan Kerja Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin 

dalam rangka ground breaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri 

Pupuk Fakfak di kabupaten Fakfak, Papua Barat dan meresmikan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) Kilang LNG Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua 

Barat selanjutnya Presiden menuju ke Kota Sorong untuk meresmikan Rumah Sakit 

Muhammdiyah Sorong, Papua Barat Daya 

 
Gambar 3.64 Tim Food Security sedang melakukan pengujian 
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BAB IV 

MASALAH 

 

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas 

pengawasan oleh Balai POM di Manokwari di wilayah Papua Barat antara lain:  

 

1. Analisis risiko penetapan target pemeriksaan hanya berdasarkan Riwayat 

pemeriksaan karena kesulitan memperoleh data sarana distribusi Obat dan 

Makanan dari lintas sektor pada wilayah kerja Balai POM di Manokwari.  Solusi yang 

dilakukan adalah melakukan mapping sarana distribusi pada waktu pengawasan, 

updating database sarana dan berkoordinasi secara aktif dengan lintas sektor 

terkait. 

2. Ketersediaan produk online obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di 

wilayah Papua Barat terbatas, sehingga menyulitkan petugas sampling dalam 

mengakomodir sampel katagori online yang ditetapkan oleh pusat. Solusi yang di 

lakukan adalah melakukan sampling pada media online skala nasional, dengan 

asumsi masyarakat Papua Barat juga melakukan pembeliaan secara online pada 

media online skala nasional tersebut. 

3. Penetapan target pendampingan UMKM Obat tradisional dan kosmetik di wilayah 

Papua Barat mengalami kesulitan, dikarena UMKM yang ada bersifat produksi 

rumahan dengan skala keuntungan yang belum mampu mengakomodir jasa 

penangung jawab teknis.  

4. Pendampingan UMKM untuk pelaku usaha AMDK terkendala karena rendahnya 

komitmen pelaku usaha yang telah mendapatkan izin BPOM di wilayah Papua Barat 

dalam memastikan kualitas produk yang dihasilkan hal ini dikarenakan mahalnya 

biaya uji dan pengurusan SNI, serta belum adanya kepastian hukum terhadap 

pelaku usaha air minum isi ulang yang mengedarkan tidak sesuai peraturan. 

5. Terbatasnya peralatan teknologi informasi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan 

menelusuri pelaku dan jaringan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetik, 

suplemen kesehatan dan pangan olahan terutama produk kosmetik ilegal yang 

masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat. Solusi yang dilakukan adalah memperkuat 

jejaring kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 

6. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penggalangan lintas sektor 

terkait pencegahan kejahatan/pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga 

kegiatan penggalangan lintas sektor terkait pencegahan kejahatan/pelanggaran di 

bidang obat dan makanan belum komprehensif dan optimal.  
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7. Rendahnya Awareness Index yang disebabkan oleh tingkat pemahaman 

masyarakat di wilayah pelosok, sehingga solusi yang dapat diupayakan adalah 

membuat paket edukasi KIE menyesuaikan dengan tingkat pemahaman 

masyarakat. 

8. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan faktor 

keterbatasan jadwal dan transportasi darat/laut/udara ke beberapa daerah.  

9. Belum terpenuhinya salah satu aspek dari pemenuhan nilai SKL yang sesuai 

dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 

2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan Dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan pada seluruh Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Aspek pemenuhan instrument 

laboratorium sampai saat ini baru mencapai 70% karena terdapat sarana dan 

prasarana laboratorium yang belum memadai sehingga menghambat kinerja dari 

penerapan sistem regionalisasi laboratorium. 

10. Terganggunya proses pengujian akibat jangka waktu pengiriman kebutuhan 

pengujian (reagensia, media mikro, suku cadang, dan baku pembanding) 

berlangsung relatif lama. Selain itu, biaya ongkos kirim yang relatif mahal 

mengakibatkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk dianggarkan. 

11. Terdapat beberapa isu setelah diterapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, antara lain: masih belum terpenuhinya 

standar peralatan Balai POM di Manokwari, sehingga masih terdapat beberapa 

parameter wajib yang harus dikirimkan ke laboratorium penguji yang lain dalam satu 

regional; Sampel regional yang diuji di Balai POM di Manokwari melewati batas 

tanggal yang telah ditentukan sehingga dapat mempengaruhi timeline pengujian, 

Penginputan data SIPT regionalisasi multi laboratorium seringkali melewati timeline, 

Jenis sampel yang masuk ke Balai penguji tidak sesuai dengan rencana sampling 

regionalisasi. 

12. Anggaran pemeliharaan alat laboratorium tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

perbaikan alat laboratorium yang rusak. Oleh karena itu, tidak semua permohonan 

pemeliharaan / perbaikan alat laboratorium dapat dilakukan, sehingga berpengaruh 

pada kegiatan pengujian, peningkatan dan upaya mempertahankan Standar Ruang 

Lingkup, serta kepada pelayanan sampel pihak ketiga. 

13. Beban kerja pegawai besar karena jumlah pemenuhan ABK hanya 58,23% dan 

adanya peraturan tidak boleh menerima pegawai honor yang baru untuk menutupi 

gap ABK tersebut.   
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14. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang ada pada BPOM di Manokwari 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 38/PB/2006, 

KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses 

perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Pada Balai POM di 

Manokwari terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu berupa Aset Gedung 

Pelayanan Publik dan Laboratorium, serta Aset peralatan dan mesin Air Handling 

Unit (AHU). Pada tahun 2023 BPOM di Manokwari telah mengajukan usilan 

anggaran tahun 2024 untuk melanjutkan pembangunan gedung pelayanan publik 

dan laboratorium serta pengadaan AHU untuk laboraotorium DNA BPOM di 

Manokwari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari selama tahun 2023 telah 

melaksanakan tugas sesuai amanat yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dari seluruh 

kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Balai POM di Manokwari berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 

2023, diantaranya predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan indek 

pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima”, Peraih Nilai IKPA Terbaik I Tahun 

Anggaran 2023, dan juga sudah tersertifikasi Akreditasi SNI ISO 37001:2016 terkait 

penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Balai POM di 

Manokwari sebagai bentuk menjaga komitmen Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

2. Dalam rangka melaksanakan visi misi Badan POM, Balai POM di Manokwari telah 

melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market dengan dukungan 64 

pegawai (48 ASN dan 16 PPNPN), laboratorium terakreditasi dan sarana prasarana 

lainnya, dengan cakupan wilayah pengawasan di 8 Kabupaten (110 distrik/ 

kecamatan). 

3. Seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan yang meliputi pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi, sampling, sertifikasi, pengujian, penertiban produk 

ilegal, layanan informasi konsumen, operasional laboratorium keliling, kegiatan 

layanan perkantoran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target 

kinerja yang telah ditetapkan, walaupun penyerapan anggaran tidak mencapai 

100%. Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,96% atau sebesar Rp. 

20.319.465.016, dengan rincian realisasi untuk rupiah murni sebesar Rp. 

18.875.551.144 (98,91%) dan realisasi untuk PNBP Rp. 1.443.913.872 (99,61%). 

4. Upaya peningkatan kerjasama dengan lintas sektor diupayakan dengan berbagai 

cara, salah satunya melalui Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 

beberapa lintas sektor terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah. Pada tahun 

2023, Balai POM di Manokwari telah melakukan 12 penandatanganan PKS, dengan 

capaian efektivitas kerja sama mencapai 104,69% (kategori efektif). 

5. Pengawasan sarana distribusi produk obat dan pelayanan kefarmasian yang 

diperiksa pada tahun 2023 sebanyak 226 sarana dari jumlah 493 sarana yang ada, 

dengan hasil 140 sarana (61,95%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 86 sarana 

(38,05%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Penyimpangan pada umumnya 
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menyangkut belum diterapkannya Cara Distribusi Obat yang Baik pada sarana 

distribusi obat, produk TIE, dan kedaluwarsa. 

6. Pengawasan sarana distribusi produk pangan yang diperiksa pada tahun 2023 

sebanyak 224 sarana dari jumlah 2785 sarana yang ada (8,04%), dengan hasil 124 

sarana (55,35%) MK dan 100 sarana (44,65%) TMK. Penyimpangan pada 

umumnya menyangkut belum diterapkannya Cara Distribusi Pangan yang Baik, 

produk TIE, dan kedaluwarsa. 

7. Balai POM di Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi 

pangan yang memiliki registrasi MD sebanyak 29 sarana (70,73%) dari total 41 

sarana, dengan hasil 15 sarana (51,72%) MK dan 14 sarana (48,28%) TMK. Untuk 

sarana produksi pangan olahan skala Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang 

diperiksa sebanyak 21 sarana (3,99%) dari total 526 sarana, dengan hasil 11 sarana 

(52,38%) MK dan 10 sarana (47,62%) TMK. Penyimpangan pada umumnya 

menyangkut belum diterapkannnya Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB), penandaan/label TMK dan kebersihan hygiene/sanitasi kurang. 

8. Sampling Produk Obat dan Nappza dilakukan sebanyak 141 sampel dengan hasil 

140 sampel (99,29%) Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel (0,71%) Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) pengujian kimia. Sedangkan untuk pelabelan, 3 sampel 

(2,13%) yang TMK. Untuk produk Obat Tradisional 105 sampel, dengan hasil 100% 

MS dari segi pengujian dan 9 sampel (8,65%) TMK dari segi penandaan. Untuk 

produk Suplemen Kesehatan 28 sampel, dengan hasil 100% MS dari segi pengujian 

dan 1 sampel (3,57%) TMK dari segi penandaan. Untuk produk Kuasi 8 sampel 

dengan hasil 100% MS dari segi pengujian dan tidak ada yang TMK dari penandaan. 

Untuk produk Kosmetik 212 sampel, dengan hasil 100% MS dari segi pengujian, 16 

sampel (7,62%) dari 210 sampel yang dievaluasi penandaan hasilnya TMK, dan 1 

sampel (0,04%) Tanpa Izin Edar (TIE). 

9. Untuk produk Pangan, telah dilakukan sampling sebanyak 129 sampel, dengan 

hasil 110 sampel (85,27%) MS dan 10 sampel (7,75%) TMS Pengujian. Sedangkan 

untuk penandaan, 12 sampel (10%) yang TMK. Untuk produk Pangan Fortifikasi 70 

sampel, dengan hasil 66 sampel (94,29%) MS dan 4 sampel (5,71%) TMS 

Pengujian. 

10. Sertifikasi telah dilakukan untuk 10 sarana Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan, 

1 sarana UMK obat tradisional dan 2 sarana UMK kosmetik. Kegiatan sertifikasi 

yang dilakukan antara lain berupa pendampingan untuk pengurusan Sertifikat Izin 

Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan nomor izin 

edar untuk 7 UMK Pangan Olahan, pendampingan pengurusan Sertifikat Cara 
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Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahap 1 untuk 1 UMK Obat 

Tradisional, serta pendampingan pengurusan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Nomor Izin Edar (Notifikasi Kosmetik) untuk 2 

sarana UMK kosmetik. 

11. Pengawasan periklanan produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen 

Kesehatan, Kosmetik, Pangan, dan Produk Tembakau telah dilaksanakan terhadap 

total 993 iklan dengan rincian 29 iklan pada media cetak, 361 iklan media elektronik, 

344 iklan media luar ruang, 252 iklan media digital, dan 7 iklan media teknologi 

informasi. Hasilnya 614 (61,83%) MK dan 379 iklan (38,17%) TMK. Temuan dalam 

pengawasan antara lain berupa klaim yang berlebihan, mencantumkan kata yang 

dilarang, tidak mencantumkan peringatan dan perhatian, serta iklan ditempatkan 

memotong bahu jalan. Iklan yang TMK sudah ditindaklanjuti berupa penghentian 

penayangan. 

12. Pemantauan/pengawasan label telah dilakukan terhadap 723 produk. Hasilnya 

sebanyak 637 produk (88,11%) MK dan 86 (11,89%) TMK. 

13. Hasil investigasi terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Manokwari diperoleh sebanyak 100 data 

rawan kasus dan 31 sarana Obat dan Makanan dengan kasus belum memiliki izin 

edar. Dari 31 kasus tersebut, 2 diantaranya ditindaklanjuti sampai tahap pro justitia.  

14. Selama tahun 2023, Layanan Publik yang telah diterima melalui Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK) sejumlah 189, dimana layanan diselesaikan sesuai 

Service Level Agreement (SLA) sebesar 100%. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Balai POM di Manokwari tahun 2023 adalah 99,26 dengan predikat kategori 

A (Sangat Baik). Layanan Publik yang dilakukan berupa layanan informasi, layanan 

pengaduan dan layanan pengujian laboratorium dari pihak ketiga. 

15. Selama tahun 2023, ditemukan 24 kasus keracunan dengan rincian 19 akibat 

keracunan pangan, 1 obat, 1 bahan kimia, dan 3 kontaminasi hewan. 

16. Jumlah KIE yang dilakukan di tahun 2023 secara langsung baik daring maupun 

luring sebanyak 16 kegiatan, melalui media sosial sebanyak 1625 kegiatan/ konten 

dan 1 kegiatan berupa pameran. 

17. Balai POM di Manokwari mendukung 3 Program Prioritas Nasional, yaitu melakukan 

upaya pemberdayaan masyarakat Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), 

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Pangan Jajanan Anak Usia 

Sekolah (PJAS). Pada tahun 2023 target intervensi Program GKPD ditetapkan 

sebanyak 5 Kelurahan yang merupakan area potensi kasus stunting, yaitu 

Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur, Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi 
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dan Kelurahan Malaingkedi Distrik Malaimsimsa di Kota Sorong, Kelurahan Dulan 

Pokpok Distrik Pariwari, dan Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak. Target 

intervensi Program PPABK ada 2 pasar, yaitu Pasar Rufei Kota Sorong dan Pasar 

Dulan Pokpok Kabupaten Fakfak. Sedangkan target intervensi untuk Program PJAS 

dilakukan di Kota Sorong 3 Sekolah dan Kabupaten Fakfak 5 sekolah. 

18. Jumlah tenaga pengujian Balai POM di Manokwari sebanyak 23 orang (17 ASN dan 

6 PPNPN). Laboratorium Obat Nappza berjumlah 5 personel memiliki kemampuan 

48 sampel dengan 221 parameter uji per orang per tahun, Laboratorium Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik berjumlah 8 personel 

memiliki kemampuan 55 sampel dengan 335 parameter uji per orang per tahun, 

Laboratorium Pangan Olahan dan Air berjumlah 5 personel memiliki kemampuan 

245 sampel dengan 276 parameter uji per orang per tahun, Laboratorium 

Mikrobiologi berjumlah 5 personel memiliki kemampuan 14 sampel dengan 411 

parameter uji per orang per tahun.  

19. Pengujian sampel pihak ketiga yang dilakukan sebanyak 118 sampel yang terdiri 

dari 100 sampel NAPPZA, 5 sampel pangan, 8 sampel minuman beralkohol dan 5 

sampel mikrobiologi dimana semua sampel tersebut diuji sesuai dengan timeline. 

 

B. SARAN 

Untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Manokwari pada 2024 dan tahun-tahun 

berikutnya, diperlukan upaya dan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: 

1. Melakukan pemetaan sarana distribusi pada saat pengawasan, dan memperbaharui 

database sarana secara rutin sehingga memudahkan dalam melaksanakan 

penetapan target pemeriksaan sarana distribusi obat.  

2. Penguatan kerjasama lintas sektor melalui kegiatan audiensi, advokasi, dan 

koordinasi serta peningkatan kapasitas dan cakupan pengawasan dengan 

membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang 

sinergis dan terintegrasi sehingga pelaksanaan pengawasan setiap sarana dapat 

lebih optimal. 

3. Melakukan pemetaan terhadap peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan 

dan kosmetik di wilayah Papua Barat untuk menjadi dasar dan memudahkan 

petugas dalam melakukan sampling sampel kategori online yang ditetapkan oleh 

pusat. 

4. Peningkatan intensitas bimbingan teknis atau pendampingan bagi pelaku UMKM 

sehingga dapat meningkatkan skala produksinya dan produk yang dihasilkan 

terjamin keamanan, manfaat dan mutunya.  
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5. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan kepada seluruh 

pemangku kepentingan dan masyarakat harus selalu diupayakan melalui berbagai 

strategi yang sesuai dan membangun kemitraan melalui pemanfaatan dan peran 

media massa. 

6. Peningkatan kapasitas pengujian dengan menambah peralatan laboratorium dan 

SDM sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP) dan Standar Kemampuan 

Laboratorium pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh 

Indonesia 

7. Peningkatan intensitas KIE terkait obat dan makanan kepada masyarakat Papua 

Barat baik terjun secara langsung ataupun melalui media cetak dan sosial dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan ataupun kesadaran masyarakat terkait 

keamanan, manfaat dan mutu produk. 

8. Mengevaluasi proses pengadaan reagensia, media mikro, suku cadang, dan baku 

pembanding pada laboratorium pengujian secara berkala sehingga tidak terjadi 

keterlambatan dan proses pengujian obat dan makanan tetap sesuai timeline 

pengujian. 

9. Menambah persentase sampel lokal spesifik sehingga meningkatkan jumlah sampel 

UMKM yang dapat diuji secara gratis, sebagai bentuk pemdampingan UMKM di 

Provinsi Papua Barat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan 

Tabel 1A 
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 

 
Keterangan : 

1. * Pengujian termasuk penandaan, kecuali pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan 

akhir sampel 

2. Pengisian penandaan secara lengkap dapat diisi pada tabel 11 
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Lampiran 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan 

Tabel 1B 
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 

 

Keterangan: 

1. Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program 

Nasional, DAK Non Fisik 

2. * Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif 
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Lampiran 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan 

 

Tabel 1C 
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari / Loka di Kabupaten Sorong) 
Tahun 2023 
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Lampiran 1D Sampel Pengujian Sesuai Regionalisasi Laboratorium  

Tabel 1D 
Sampel Pengujian Sesuai Regionalisasi Laboratorium 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium 

Tabel 1E 
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji 

Tabel 2A 
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji 

Tabel 2B 
Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji 

Tabel 2C 
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji 

Tabel 2D 
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji 

Tabel 2E 
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji 

Tabel 2F 
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 

 

MS TMS

1 2 3=4+5 4 5

1 Fisika :

a. pH 41 39 2

b. Indeks Bias 0 0 0

c. Kadar Abu 0 0 0

d. Kadar Air 46 42 4

e. Total Dissolve Solid (TDS) 20 18 2

f. Total Suspended Solid (TSS) 4 4 0

g. Suhu 17 17 0

h. Warna 5 3 2

i. Lain-lain (sebutkan) 0 0 0

2 Kimia :

a. PK Lemak 2 2 0

b. PK Protein 5 5 0

c. PK Vitamin 52 52 0

d. PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg) 64 62 2

e. PK Karbohidrat 0 0 0

f. PK Pemanis 125 125 0

g. PK Pengawet 58 58 0

h. PK Hidroksimetil Furfural (HMF) 3 2 1

i. PK 3-MCPD 3 2 1

j. PK. Sulfit 11 11 0

k. PK Kesadahan 0 0 0

l. PK. Kofein 4 4 0

m. PK Bilangan Peroksida 20 20 0

n. PK FFA (Asam Lemak Bebas) 22 22 0

o. PK Pewarna Dilarang 75 75 0

p. PK Pewarna Diizinkan 75 75 0

q. PK Cemaran Logam 389 389 0

r. PK BHA, BHT, TBHQ, dan PG 21 21 0

s. Identifikasi Formalin 23 23 0

t. Identifikasi Boraks 17 17 0

u. Identifikasi Garam Besi (Fe) 10 10 0

v. PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2) 11 11 0

w. PK Aflatoksin B1 5 5 0

x. PK Aflatoksin M1 6 6 0

y. PK Deoksinivalenol (DON) 13 13 0

z. PK Residu Kloramfenikol 4 4 0

aa. PK Metabolit Nitrofurazon 9 9 0

ab. PK Okratoksin A 3 3 0

ac. PK Histamin 4 4 0

ad. PK Nitrit 18 18 0

ae. PK Nitrat 23 21 2

af. PK Enzim Diastase 3 3 0

ag. PK KIO3 40 40 0

ah. PK NaCl 40 40 0

ai. PK Migrasi Bisfenol A 7 7 0

aj. PK Bisfenol A 4 4 0

ak. Residu Asetaldehid 3 3 0

al. PK Metanol Etanol 8 8 0

am. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP 

Pengawet
25 25 0

an. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP 

Pemanis
43 43 0

ao. Lain-lain (sebutkan) 0 0 0

TOTAL 1381 1365 16

NO JENIS PARAMETER UJI JUMLAH

HASIL 

PENGUJIAN
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Lampiran 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji 

Tabel 2G 
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional 

Tabel 3A 
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 3B Jenis Bahan Berbahaya / Dilarang dalam Sampel Kosmetik 

Tabel 3B 
Jenis Bahan Berbahaya / Dilarang dalam Sampel Kosmetik 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan 

Tabel 3C 
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat 

Tabel 4A 
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional 

Tabel 4B 
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi 
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Lampiran 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan 
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Lampiran 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 
 

Lampiran 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan  
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Lampiran 5A Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal 
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Lampiran 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 

Tabel 6A 
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional 

Tabel 6B 
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 

Tabel 6C 
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik 

Tabel 6D 
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan 
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Lampiran 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Tabel 7A 
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas PelayananKefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 

Tabel 7B 
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan 
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Lampiran 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan 
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Lampiran 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan 
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Lampiran 8C Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan 

 

A.  Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 

Obat
Obat 

Tradisional

Suplemen 

Kesehatan
Kosmetik Pangan Total Obat

Obat 

Tradisional

Suplemen 

Kesehatan
Kosmetik Pangan Total

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14=9+10+11+12+13

1 Januari 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0

2 Februari 3 0 0 0 10 13 0 0 0 3 0 3

3 Maret 5 0 0 3 42 50 5 0 0 2 10 17

4 April 0 0 0 4 54 58 1 0 0 9 37 47

5 Mei 1 0 0 0 6 7 1 0 0 3 6 10

6 Juni 0 0 0 3 9 12 1 0 0 3 3 7

7 Juli 0 0 0 14 4 18 1 0 0 2 42 45

8 Agustus 5 0 0 0 0 5 1 0 0 7 32 40

9 September 3 0 0 9 7 19 7 1 0 1 3 12

10 Oktober 1 2 0 4 0 7 1 0 0 4 0 5

11 November 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2

12 Desember 0 0 0 4 8 12 0 0 0 7 7 14

19 2 0 41 146 208 19 1 0 41 141 202

Keterangan :

    1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

    2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

    3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat

    4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

    1) Pelaku usaha;

    2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan  

Obat

Obat 

Tradisional

Suplemen 

Kesehatan Kosmetik Pangan Total Obat

Obat 

Tradisional

Suplemen 

Kesehatan Kosmetik Pangan Total

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14=9+10+11+12+13

1 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Maret 0 0 0 3 10 13 0 0 0 0 9 9

4 April 1 0 0 7 37 45 1 0 0 0 34 35

5 Mei 1 0 0 7 6 14 2 0 0 0 7 9

6 Juni 2 0 0 10 17 29 3 0 0 0 19 22

7 Juli 3 0 0 24 42 69 3 0 0 0 40 43

8 Agustus 4 0 0 24 32 60 4 0 0 0 31 35

9 September 12 0 0 25 3 40 18 0 0 0 3 21

10 Oktober 7 0 0 29 0 36 12 0 0 0 0 12

11 November 8 0 0 29 6 43 13 0 0 0 4 17

12 Desember 8 0 0 41 7 56 13 0 0 0 0 13

TOTAL 46 0 0 199 160 405 69 0 0 0 147 216

Keterangan :

3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

    1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)

Tabel 8C

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Manokwari

Tahun 2023

4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, 

sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

    2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. 

Bulan 

Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti

TOTAL

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), 

hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

No

No Bulan 

Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
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Lampiran 9 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan 
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 Lampiran 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan 

 

                                                    

 

 

 

 

 



 

143 
 
 

Lampiran 11 Pengawasan Label/ Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan 
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 Lampiran 12 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan 
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Lampiran 12A Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang 
Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown 
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Lampiran 12B Data Rekomendasi Analis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti  
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Lampiran 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan 
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Lampiran 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan 
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Lampiran 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 
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Lampiran 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat  
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Lampiran 15 C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial 
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Lampiran 15 D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial 
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Lampiran 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 
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Lampiran 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 

Tabel 16B 
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 
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Lampiran 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
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Lampiran 17 Pengglongan Konsumen Berdasarkan Profesi 
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Lampiran 18 Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan 

Tabel 18 
Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan  

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 
Tahun 2023 

 

Keterangan:   

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM  
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Lampiran 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan 
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Lampiran 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia 
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Lampiran 19C Frekuensi Kasus Keracunan 
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Lampiran 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) 
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Lampiran 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan 
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Lampiran 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan 

Tabel 20B 

Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan 

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari) 

Tahun 2023 

        

No Nama Desa 

Pre Intervensi Post Intervensi 

Jumla
h 

sampel 
MS TMS 

Jumla
h 

sampel 
MS TMS 

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 

A Balai POM di Manokwari 21 21 0 12 12 0 

1 Balai POM di Manokwari 4 4 0 2 2 0 

2 Klamana 5 5 0 5 5 0 

3 Malawei 5 5 0 2 2 0 

4 Malaingkedi 7 7 0 3 3 0 

  Fakfak Utara 6 6 0 6 6 0 

TOTAL 27 27 0 18 18 0 

        

        

Keterangan:       

Intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian yang 
dilakukan pada waktu pre intervensi dan post intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 
 
 

Lampiran 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 
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Lampiran 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah 
(PJAS) 
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Lampiran 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman 
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Lampiran 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 
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Lampiran 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 
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Lampiran 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 
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Lampiran 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional 
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Lampiran 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik 
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Lampiran 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan 
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Lampiran 24 Keterjangkauan Pengawasan 
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Lampiran 25 Jumlah Penduduk Provinsi Papua barat 
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 Lampiran 26 Sarana dan Prasarana 
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Lampiran 27 Sumber Daya Manusia 
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Lampiran 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja 
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Lampiran 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji 
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Lampiran 30 Uji Profisiensi dan Uji Kolaborasi 



 

184 
 
 

Lampiran 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia 

Tabel 31A 
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia 

Balai POM di Manokwari 
Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laboratorium Pengujian Kimia

Pengelompokkan Standar Peralatan Laboratorium Kimia Balai Besar/Balai POM dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

Kelompok 1: Balai Besar POM dengan jumlah sampel  > 3000 

Kelompok 2: Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000-3000 

Kelompok 3: Balai POM dengan jumlah sampel 1000-2000

Kelompok 4: Balai POM dengan jumlah sampel < 1000

Tabel Pengelompokan Balai Besar/Balai POM Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

No

Kelompok I Balai 

Besar/Balai

 POM di

Kelompok II Balai Besar/Balai 

POM di

Kelompok III Balai 

Besar/Balai POM 

di

Kelompok IV Balai 

Besar/Balai POM di

1 Bandung Medan Ambon Pangkalpinang

2 Surabaya Padang Palu Manokwari

3 Yogyakarta Lampung Samarinda Sofifi

4 Jakarta Banjarmasin Pekanbaru Mamuju

5 Semarang Mataram Kendari

6 Makasar Jambi Manado

7 Denpasar Palembang Aceh

8 Kupang Palangkaraya

9 Pontianak Bengkulu

10 Jayapura Serang

11 Batam

12 Gorontalo
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Lampiran 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi 
Molekuler, dan Sterilitas 
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Lampiran 32 Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan 

 

 

 

 

 

 

 

No Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan Satuan Jumlah

1 2 3 4

A

1 Penghargaan Sebagai Juara II Lomba Lagu UntukMu Indonesia Piagam 1

2 Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 Dengan Indenks Pelayanan Publik Kategori " Pelayanan Prima" Piagam 1

3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM kategori PPID Pelaksana UPT Balai Pom Sebagai Badan Publik Informatif Piagam 1

4 Penghargaan Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Atas Kerjasamanya Memfasilitasi Kegiatan Kunjungan Lapangan dan Kuliah 

Praktisi Pada Mata Kuliah Mikrobiologi Perairan Piagam 1

5 Penghargaan Sebagai Peringkat Ke-1 Satuan Kerja Dengan IKPA 10 M>Pagu>50 M Terbaik Lingkup KPPN Manokwari Tahun Anggaran 2023 Piagam 2

6 Penghargaan Sebagai Peraih Nilai IKPA Terbaik Ke-1 Tahun Anggaran 2023 Piagam 1

7 Surat Rekomendasi SNI ISO 9001:2015 KAN karna Memelihara Sistem Manejemen Mutu- Quality Management Systems- Requirements Surat 1

8 Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik ke-1 Kategori C ( Rp 10 Miliar < Pagu Dipa < Rp 50 Miliar) Triwulan III 

Tahun Anggaran 2023 sertifikat 1

9 Penghargaan Atas Komitmennya Dalam Pendampingan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang Mandiri FMIPA UNIPA sertifikat 1

10 Sertifikat Akreditasi SNi ISO 37001:2016 Dalam Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Keterangan : Dapat ditambahkan penghargaan lain (jika ada)

Tabel 32

Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

UPT BPOM (Balai POM di Manokwari)

Tahun 2023

Balai POM di Manokwari
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Lampiran 33A Kerjasama 
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Lampiran 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi 
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Lampiran 34 Pengadaan Barang/Jasa 

Tabel 34 
Pengadaan Barang/Jasa 

UPT BPOM Balai POM di Manokwari 
2023 
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Lampiran 35 Laporan Realisasi Anggaran 
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Lampiran 36 Laporan Penerimaan PNBP 
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Lampiran 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen 
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Lampiran 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar 
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